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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
tentang: (1) bagaimana praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (2) bagaimana analisis hukum Islam
terhadap jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini mengambil
5 (lima) orang responden, yang terdiri dari dua pengurus HIPPA (Himpunan Petani
Pengguna Air) dan tiga petani tambak sawah. Metode pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara
dilakukan dengan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik
observasi dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi dalam pembayaran upah
jasa pompanisasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mangambil data-data
yang sudah ada untuk dianalisis. Analisis data penelitian bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa praktik pompanisasi tambak sawah
di Desa Glagah kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dilakukan oleh pengurus
HIPPA menyewakan jasa pompanisasi tambak sawah kepada petani tambak sawah
untuk yang mengaliri tambak sawahnya. Penerapaan akad 7jarah dalam sewa
menyewa jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena petani tambak
sawah terpaksa membayar biaya tambahan upah jasa pompanisasi yang tidak
sesuai diawal perjanjian sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun jjarah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak-pihak yang terkait
mengetahui hak dan kewajibannya. Pertama, petani tambak sawah sadar akan
kewajiban membayar upah jasa pompanisasi tambak sawah sesuai waktu yang
telah ditentukan. Kedua, pengurus HIPPA seharusnya memperkirakan jumlah uang
sewa jasa pompanisasi tambak sawah dengan baik schingga tidak ada lagi biaya
tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam struktur
perekonomian Indonesia. Tetapi, sektor pertanian di Indonesia masih
mengalami banyak permasalahan terutama dalam sistem pengaturan
pengairan yang baik. Tujuan pengaturan pengairan ialah untuk menunjang
penyediaan air untuk kebutuhan dan hasil produksi semakin meningkat.
Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi dan pembudidayaan
ikan maka perlu halnya melakukan rehabilitasi pengaturan pengairan.!

Petani yang menggunakan irigasi pengairan, dituntut untuk melakukan
kerjasama dalam pengelolaannya agar dapat teralokasi ke semua wilayah.?
Jadi untuk melakukan peningkatan irigasi pengairan di tambak sawa
diperlukan kerjasama antara pengelola irigasi dengan petani adalah untuk
mempermudah pencapaian tujuan semua pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk
mengatur permasalahan muamalah atau hukum yang menjelaskan tentang
harta benda. Ruang lingkup muamalah yang paling utama adalah tolong
menolong yang artinya pembeli membutuhkan orang yang berjualan dan

penjual juga membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya.

! Kaslan A. Tohir, Seuntai Pengetahuan Usaha Tani (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 29.
2 World Bank, Laporan Pembangunan Dunia:Pertanian Untuk Pembangunan (Jakarta: Salemba,
2008), 265.
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Kehidupan ekonomi adalah untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Islam
sangat menganjurkan untuk membantu sama lainnya untuk saling menolong.?

ljarah merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yang
memiliki arti sewa menyewa. Menurut definisi Hukum Islam, sewa menyewa
dapat diartikan sebagai sesuatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk
mengganti manfaat dengan memberi suatu imbalan barang lain yaitu uang.
Sewa menyewa tidak akan merusak kualitas barang karena sewa menyewa
hanya akan mengambil manfaat bukan mengurangi kualitas suatu barang.
Pada intinya sewa menyewa hanyalah perpindahan manfaat dari suatu benda
tersebut.* Imbalan dari sewa menyewa disebut dengan upah, upah sebaiknya
diberikan sebelum keringatnya kering. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis dari

Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

- 8 o- s B o W -

\5&?» :V.Lﬂji‘tl;w\y_w“)y)‘)ﬁ :JG_W‘\.U‘EQ&)_JA}&‘H\%)—;)
alo ool oly, i ad OF 45 321 500

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Rasullah bersabda: Berikanlah upah pekerja
sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)’

Berdasarkan hadis diatas menerangkan bahwa menusia harus
menghargai usaha orang lain dengan memberikan hak-haknya, sehingga

terjalin komunikasi maupun hubungan yang baik diantara keduanya.

3 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Figh Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

57.

4 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.
5 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwanini Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut:
Maktabah Al-Maarif, 1995), 817.



Al-Qur’an dan Hadis merupakan dasar hukum ketika melakukan praktek
Mu’amalah. Akad yang paling sering digunakan masyarakat adalah akad sewa
menyewa atau akad ijarah. Terkadang lupa apa itu hakikat dari akad sewa
menyewa jasa Pompanisasi.® Pompanisasi adalah proses mengairi tambak
sawah dengan cara mepompa air dari bengawan ke kali’. Proses ini
menggantikan sistem irigasi yang kurang berjalan.

Jika melakukan sewa menyewa berarti wajib melakukan perjanjian sewa
menyewa jasa pompanisasi yang dilakukan oleh petani dan kelompok
pengelola pengairan. Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak
yang mengikat perjanjian dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.®

Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari dan kepentingan lainnya. Akad sewa menyewa atau
ijarah adalah menjadi sarana sosial yang manusia temukan pada saat ini.
Apabila seseorang manusia melakukan perjanjian maka akan ada asas hukum
yang mengikat. Agama Islam telah mengatur bagaimana perjanjian akad ijarah
atau sewa menyewa dalam hukum Islam.’ Hal ini sesuai dengan sebuah ayat
yang menjelaskan mengenai keutamaan tolong menolong dalam kebaikan bagi

setiap manusia, yaitu:

¢ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi..., 58.

7 Kali merupakan kata lain dari sungai. Sungai dan kali tidak ada bedanya, hanya kata kali
merupakan sebutan lain dari sungai dalam bahasa Jawa.

8 Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2010), 68.



Sl A
...... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)'°

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa Allah SWT mengutamakan
tolong menolong antar kaum-kaumnya. Tolong menolong dalam hal kebaikan,
kemaslahatan dan segala perbuatan yang di ridloi oleh Allah SWT. Maka dari
itu dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk
bertagwa kepada Allah SWT. Selain itu, ayat tersebut juga menyebutkan
bahwa Allah SWT melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa
dan permusuhan, karena Allah SWT memiliki siksa yang sangat pedih.

Masyarakat Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
mengalami kemajuan dalam pengairan tambak sawah, yang pada awalnya
hanya mengandalkan air tadah hujan, dan sekarang sudah tersedia air irigasi
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam bercocok tanam padi
dan budidaya ikan. Jika tambak sawah hanya mengandalkan air tadah hujan
dalam setahun hanya bisa panen setahun 3 kali. Tetapi, setelah dialiri air
irigasi petani dapat memanen tambak sawah 4-5 kali panen. Berawal dari hal
tersebut muncullah suatu kerja sama atas pengairan tambak sawah yang

disebut dengan pompanisasi.'!

19 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media
2005), 157.
""'M. Wafiq (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 5 November 2020.



Pompanisasi adalah istilah kerja sama yang terjadi antara pihak petani
dengan pihak pengelola pengairan atau irigasi tambak sawah. Pengelola
perairan atau irigasi tambak sawah adalah pihak kelurahan atau desa. Dalam
praktik pompanisasi yang terjadi dengan masyarakat Desa Glagah Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan masih menggunakan cara-cara tradisional,
masyarakat masih menggunakan suatu model kepercayaan, saling
mempercayai terhadap terjadinya perjanjian pompanisasi. Hal ini terbukti
dalam praktik pompanisasi belum ada bukti secara eksplisit (gambang/jelas)
diantara kedua belah pihak.

Perjanjian pompanisasi hanya secara lisan yang dapat memunculkan
sebuah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Petani memiliki hak
untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi dan memiliki kewajiban untuk
membayar jasa pompanisasi kepada pengelolah irigasi. Sedangkan pengelola
irigasi juga memiliki hak untuk memperoleh upah dari jasa pompanisasi yang
sesuai dengan kesepakatan dan memiliki kewajiban untuk memberikan air
pada tambak sawah tertentu.'?

Biaya yang harus dikeluarkan oleh petani pada kelompok pengelola
pengairan adalah Rp. 55.000,00 per 100 m?. Biaya tersebut selama 1 tahun
yang digunakan untuk memperbaiki perairan serta untuk pribadi masing-
masing kelompok pengelola pengairan. Disini penulis menemukan
kejanggalan pada setiap pembayaran upah yang diberikan petani kepada

kelompok pengelola pengairan yaitu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan

12 Muslimin (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 6 November 2020.



oleh petani yang tidak sesuai dengan awal perjanjian. Besaran biaya tambahan

upah jasa pompanisasi setiap tahunnya tidak menentu.

Karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses maupun
praktik akad yang dilakukan dalam pengairan tambak sawah Desa Glagah
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, baik dari segi pandangan Hukum
Islam, maupun dari segi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam
kerjasamanya. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di

Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan pengenalan-pengenalan masalah yang
ada di dalam latar belakang.!’> Identifikasi masalah dilakukan untuk
menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan
identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah. Adapun
masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Proses akad jasa pompanisasi
2. Mekanisme pembayaran upah pompanisasi

3. Studi Hukum Islam terhadap Jasa Pompanisasi

13 Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish,
2018), 42.



Pembahasan penelitian ini harus fokus sesuai dengan identifikasi
masalah, tidak meluas dan keluar dari yang diharapkan, maka penulis perlu
memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Batasan masalah adalah
sebagian dari perihal tertentu di atas yang sebenarnya akan diteliti,
disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan periset sendiri.'* Batasan-
batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pompanisasi tambak sawah

di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis
merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pompanisasi
tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten

Lamongan?

14 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2005), 378.



D. Kajian Pustaka

Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian-
penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi saudara Abdullah Amirudin fakultas Hukum Bisnis
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul ‘“Perjanjian
Kerjasama Pengairan Sawah antara Jogotirfo dan Pemilik Sawah Perspektif
Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten
Banyuwangi)” yang ditulis pada tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan kerjasama pengairan air sawah antara Jogotirfo dan
Pemilik Sawah di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kerjasama dalam pengairan
sawah yang dilakukan di Desa Kebaman Kecamatan Sorno Kabupaten
Banyuwangi dipandang sah menurut hukum Islam. !>

Kedua, Skripsi saudari Kusnul Ciptanila Yuni K. mahasiswa fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis
Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Sibe/ di Desa
Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” yang ditulis pada tahun 2019.
Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jasa pengairan sawah dengan
sistem sibe/ di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hasil
penelitian ini adalah praktik jasa pengairan sawah dengan sistem Sibe/di Desa

Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan rukun dan

15 Abdullah Amirudin, “Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah antara Jogotirto dan Pemilik Sawah
Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)”
(Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).



syaratnya yang menggunakan akad ifjarah dan maslahah mursalah ini
sepenuhnya telah sesuai dan sah menurut syariat Islam.!®

Ketiga, Skrispi saudari Riva Azkia mahasiswa fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Analisis
Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh
Besar dalam Perspektif Akad A/-Musagah” yang ditulis tahun 2016. Fokus
penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh
masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang. Hasil penelitian ini adalah
sistem pengairan yang dipraktikkan di Gampong Bineh Blang mengandung
unsur kesamaan dengan akad al-munasaqah.’

Keempat, Skripsi saudara Richo Setyonugroho mahasiswa fakultas
Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Fikih terhadap Praktik Irigasi
Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” yang
ditulis tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih
terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik akad irigasi
sawah pada musim kearau di Desa Singgahan telah sejalan dengan akad 7jarah

atau sesuai dengan fikih.'8

16 Kusnul Ciptanila Yuni K., “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem
Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” (Skripsi--Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

17 Riva Azkia, “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten
Aceh Besar dalam Perspektif Akad A/-Musaqgal” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-raniry,
Makassar, 2016).

18 Richo Setyonugroho, “Tinjauan Fikih terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2016).



Adanya kajian pustaka diatas, jelas sekali bahwa apa yang ditulis penulis
sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian
ini

penulis lebih memfokuskan kepada penelitian terhadap praktik

pembayaran upah jasa pompanisasi.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Judul Persamaan Perbedaan
Nama, Tahun,
Universitas

Perjanjian - Objek - Akad atau perjanjian
Abdullah kerjasama kerjasama | kerjasama menurut
Amiruddin. pengairan sawah | pengairan | Imam Syafi’l dalam
2016. UIN Sunan | antara  jogotirto | sawah kitab A/-Umm yang
Maulana Malik | dan pemilik sawah |- Data yang | diterjemahkan  oleh
Ibrahim Malang. | prespektif Hukum | dipakai Prof. TK. H. Ismail

Islam (Studi di | kualitatif | Yakub, SH., MA.

Desa Kebaman - Titik tekan pada proses

Kecamatan Srono akad perjanjian

Kabupaten kerjasama

Banyuwanyi)

Analisis ~ Hukum |- Objek -Akad  jjarah  dan
Kusnul Ciptanila | Islam terhadap Jasa | kerjasama | maslahah mursalah
Yuni K. 2019. | Pengairan Sawah | pengairan | Titik tekan  pada
UIN Sunan | dengan Sistem | sawah implikasi penggunaan
Ampel Surabaya. | Sibeldi Desa Bibrik | Data yang | akad ijarah dan

Kecamatan Jiwan | dipakai maslahah mursalah

Kabupaten Madiun | kualitatif

Analisis Sistem |- Objek - Akad al-musaqah
Riva Azkia, | Pengairan Sawah | kerjasama |- Titik tekan
2016, UIN Ar- | Masyarakat pengairan | permasalahan pada
raniry Darussalam | Gampong  Bineh | sawah pemenuhan syarat sah
Banda Aceh Blang Kabupaten |- Data yang | perjanjian kerjasama

Aceh Besar dalam | dipakai

Perspektif Akad A/- | kualitatif

Musagah

Tinjauan Fikih |- Objek - Upah mengupah
Richo terhadap  Praktik | Irigasi -Titik  tekan  pada
Setyonugroho, Irigasi Sawah di | Sawah pekerjaan atau buruh
2016, IAIN | Desa  Singgahan |- Data yang | (ajir)
Ponorogo Kecamatan Pulung | dipakai

Kabupaten kualitatif

Ponorogo

Analisis ~ Hukum |- Objek - Upah mengupah
Nada  Miftahir | Islam Terhadap | kerjasama |-Titik tekan pada
Ro’fah. 2020. | Jasa Pompanisasi proses akad ijarah




UIN Sunan | Tambak Sawah di | pengairan

Ampel Surabaya | Desa Glagah | sawah
Kecamatan Glagah |- Data yang
Kabupaten dipakai
Lamongan kualitatif

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah
penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah penelitian.!
Berdasarkan latar belakang di atas. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian
ini adalah:
1. Mengetahui praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pompanisasi
tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten

Lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan wawasan
yang berupa ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya
ilmu pengetahuan hukum islam digunakan pada dua aspek yaitu:
1. Secara teoritis (keilmuan)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan

hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan

19 Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 46.



dengan praktik jasa pompanisasi, khususnya dalam menerapkan upah jasa
pompanisasi di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Secara praktis (terapan)
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang bisa
memberikan informasi secara mekanisme dalam jasa pompanisasi Desa
Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam penyelesaian

masalah bidang muamalah.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang
bersifat operasional dari konsep penelitian yang berguna untuk memperjelas

dan mempertegas penulis, oleh karena itu penulis memberika definisi sebagai

berikut:

Hukum Islam . Aturan-aturan yang didasarkan pada Al Quran, Hadits,
dan pendapat Ulama yang berkaitan dengan akad
ijarah.

Jasa : Pihak pengairan air menyewakan jasa pompanisasi

Pompanisasi tambak sawah dengan cara memompa air dari

bengawan ke kali untuk mengaliri tambak sawah para

Petani tambak sawabh.



H. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu Analisis hukum
Islam terhadap jasa Pompanisasi di Desa Glagah Kecamatan Glagah kota

Lamongan.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian
lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara
spesifik dan realistis apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa

Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Data yang akan dikumpulkan
a. Data tentang praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
b. Data tentang akad yang berkaitan dengan jasa praktik pompanisasi

tambak sawah

3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa
sumber, antara lain:
a. Sumber Primer merupakan tempat dimana data yang diperoleh secara

langsung dari masyarakat baik melalui wawancara maupun observasi,?’

20 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.



berikut adalah sumber data primer antara lain: Petani tambak sawah
Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dan Pengurus
HIPPA Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
Sumber data Sekunder merupakan tempat dimana data pendukung yang
berasal dari buku-buku maupun sumber-sumber lainnya. Berikut adalah
sumber data sekunder antara lain:

1) Slip pembayaran upah jasa pompanisasi tambak sawah.

2) Didin Najimuddin, Buku Ajar Irigasi Desa, 2019.

3) Ruslan Wirosoedarmo, Irigasi Pertanian Bertekanan, 2017.

4. Data

a. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama

dimana sebuah data dihasilkan.?! Data primer antara lain: hasil
wawancara dan hasil dari observasi, diantaranya: wawancara dengan
petani tambak sawah sebagai penyewa jasa pompanisasi dan Pengurus
HIPPA sebagai pihak yang menyewakan jasa pompanisasi, dan
observasi terhadap apa yang terjadi pada pompanisasi.

Data sekunder dikumpulkan dari sumber data sekunder, yaitu sumber
data kedua sesudah sumber data primer.?> Data sekunder diambil

peneliti melalui buku, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang terkait

2! Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta:Kencana, 2017), 132.

2 Ibid.



dengan pengairan tambak sawah, diantaranya: Buku Ajar Irigasi Desa,

Buku Irigasi Pertanian Bertekenan.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas
masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan. Penulis melakukan
pengamatan terhadap apa yang melatarbelakangi Pembayaran Upah jasa
Pompanisasi.

b. Wawancara untuk mendapatkan informasi tentang praktik jasa
pompanisasi. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan untuk diajukan kepada Petani tambak sawah sebagai
pengguna jasa Pompanisasi dan melakukan wawancara langsung kepada
pengelola pengairan air.

c. Dokumentasi dengan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis
akan mengambil atau menyalin dokumen yang berkenaan dengan
transaksi sewa-menyewa jasa pompanisasi tambak sawah di Desa

Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

6. Teknik Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya akan mengelolah data
yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah-

langkah sebagai berikut:



a. Editing dengan cara melakukan pemeriksaan kembali data-data tentang
Jasa Pompanisasi di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan.

b. Organizing dengan cara melakukan penyusunan dan mensistematika
data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pembayaran upah
jasa Pompanisasi.

c. Analizing dengan cara data yang telah diperiksa dan dipilah di analisis
untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga diperoleh kesimpulan
mengenai analisis akad /jarah terhadap penerapan pembayaran upah

jasa pompanisasi.

7. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan pengumpulan data yang memiliki tujuan
untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, memerikan saran serta
mendukung dalam pembuatan keputusan.”? Penulis menggunakan analisis
secara induktif dan deduktif untuk menganalisis data.

a. Analisis data induktif dengan cara menemukan kenyataan-kenyataan
yang bersifat khusus.?* Pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad,
ijarah dan kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan
tentang bagaimana proses pembayaran jasa pompanisasi yang tidak

tercantum dalam akad kontrak.

2 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.
24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.



b. Analisis data deduktif dengan cara menguraikan data yang
terkumpul.> Pola pikir ini digunakan untuk mengetahui bagaimana
penerapan pembayaran jasa pompanisasi pada akad 7jarah di Desa

Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian ini,
penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang latar
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori penelitian yang membahas tentang
ijarah . Pembahasan bab ini terdiri dari pengertian ijarah , dasar hukum ijarah,
rukun dan syarat 7jarah, serta macam-macam Jjarah berdasarkan Hukum Islam
dan dasar Hukum 7jarah.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang data lapangan. Pembagian
bab ini antara lain: Gambaran umum jasa Pompanisasi dan lokasi penelitian,
pembayaran upah jasa pompanisasi dan realisasi atas pembayaran jasa

pompanisasi.

25 Syarifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003), 40.



Bab keempat membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap jasa
pompanisasi di Desa Glagah Kecamatan Glagah kota Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga saran agar bisa

ditingkatkan lagi dan bisa lebih baik lagi.



BABII
KONSEP [JARAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jjarah

Sewa menyewa atau istilah lain adalah 7jarah yang menurut etimologi
yaitu dadidl) &> yang berarti menjual manfaat, demikian pula arti menurut
terminologi syara’.! Jjarah berasal dari kata ajaradengan arti lain a/’iwadyang
memiliki arti ganti. Maksudnya mengganti hak dan kewajiban kepada orang
lain yang menyewanya. /jarah memiliki arti dalam bahasa adalah buruh atau
upah, sedangkan istilah 7jarah adalah akad atau perjanjian yang ingin
mendapatkan manfaat dari suatu objek atau barang yang akan disewakan
kepada orang lain yang bisa ditukar dengan barang tertentu. Maksudnya
menukar dengan barang lain adalah menukar suatu barang dengan uang.’
Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sulit untuk mengatakan akad 7jarah
maka dari itu kita sering menyebutnya sengan sewa menyewa. /jarah memiliki
arti lain yaitu sebagai sewa menyewa yang mengambil suatu manfaat dengan
harapan suatu imbalan.’

ljarah merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yang
memiliki arti sewa menyewa. Menurut definisi Hukum Islam, sewa menyewa
dapat diartikan sebagai sesuatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk

mengganti manfaat dengan memberi suatu imbalan barang lain yaitu uang.

! Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

2 Muhammad Ibn Qasim al-Ghizzi, Fathul Qarib al-Mujib (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 201.
3 Habib Nazir dan Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung: Kaki
Langit, 2004), 246.
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Sewa menyewa tidak akan merusak kualitas barang karena sewa menyewa
hanya akan mengambil manfaat bukan mengurangi kualitas suatu barang.
Pada intinya sewa menyewa hanyalah perpindahan manfaat dari suatu benda
tersebut.*

Istilah sewa menyewa atau Jjarah dalam Hukum Islam memiliki
beberapa istilah. Pemilik suatu barang yang akan menyewakan kepada orang
lain adalah mu’ajjir; sedangkan orang yang akan menyewa suatu barang
disebut dengan mustajir, sedangkan ma’jur adalah benda yang akan
disewakan, serta imbalan dari pemakaian suatu manfaat barang adalah wujrah
atau gjran’ Tujuan dari jjarah adalah untuk umat Islam mendapatkan
keringanan dalam pergaulan hidup. Seperti contoh, apabila seseorang tidak
memiliki rumah tapi dia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal,
sedangkan pihak lain memiliki rumah dan membutuhkan uang. Maka dengan
ini bisa dilakukan transaksi 7jarah karena pemilik barang yang disewakan serta
penyewa barang sama-sama akan mendapatkan manfaat dari transaksi sewa
menyewa.

Hakikat dari 7jarah adalah suatu penjualan yang mengambil manfaat dari
suatu barang, maksudnya adalah memindahkan manfaat dari barang atau suatu
jasa dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang
memberikan pembayaran sewa atau memberikan imbalan tanpa memindahkan

kepemilikan suatu barang itu sendiri. Akad sewa menyewa atau akad ijarah

4 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.
3 Ibid.
® Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.



tidak akan memindah kepemilikan suatu barang tetapi hanya memindahkan
suatu manfaat atau hak guna dari barang itu sendiri antara pemilik barang
tersebut kepada penyewa barang tersebut.” Berdasarkan KHES, ijarah
merupakan sewa barang dalam jangka tertentu dengan pembayaran.®
Beberapa teori ijarah dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu
perjanjian sewa mengewa yang mengikat antara pemilik barang dengan
penyewa barang tersebut untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang yang
disewakan. Baik pemilik suatu barang atau penyewa barang tersebut dapat
dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok. Serta unsur yang terpenting
dari suatu barang adalah harga dan berapa lama barang tersebut disewakan.
Barang yang disewakan akan mendapatkan uang tetapi tidak harus diganti

dengan uang, tapi dapat diganti dengan barang lain atau jasa.

B. Dasar Hukum Jjarah
ljarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa
yang diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui
pembarn sewa atau imbalan jasa.® Landasan sewa menyewa atau 7jarah yakni
al-Qur’an dan Hadis. Adapun yang menjadi dasar hukum sjarah yaitu:
1. Al-Qur’an
a. Surat al-Qassas ayat 26:

:)ygf}}’\ iSjﬁ‘ [:):.;-E.:a\ e z)l QJ;:;\.EL\ o3

7 Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), 181.
8 Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Kencana: Jakarta, 2017), 16.
% Juanda, Figih Muamalah (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 77.



Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat
dipercaya”. (QS. al-Qassas [28] : 26)!°

b. Surat at-Talaq ayat 6

........ CJAJJ"" :,Jh)_?.\.; . /:J.;.:pj :)P
Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah imbalannya kepada mereka. QS. At-Talaq [65]: 6).!!

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki
kelebihan dalam bentuk benda maupun jasa dapat memberikan manfaat dan
seseorang yang membutuhkan manfaat benda maupun jasa dapat
memberikan upah. Sewa menyewa sebagaimana yang telah diuraikan di

atas adalah salah satu bentuk kerjasama saling membanti dalam kebaikan.

2. As-Sunnah

a. Hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:
e Zad OF 45 320 50 st
Artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR.
Ibnu Majah)!?

b. Hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

°
£

a0 Al vt 2 s

Artinya: Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya. (HR. Abd. Razzaq)'?

19 Departemen Agama R, A/-Qur’an dan terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 547.

1 Ibid., 817.

12 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwanini, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Maktabah Al-
Islamy, 1995), 817.

13 Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shan’ani, Musnaf”" Abdul Rozaq, (Beirut: Maktabah
Islamiy, 1403 H), 141.



c. Hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:
q&&;\yﬁ;quj&&;\@i}wk Bls el 2 o3k Wl
s bl dlog ole \yajs i 6 g A 2
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan
kepada Ibu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA.
Berkata: Rasullah SAW bersabda: “Berbekamlah kamu,
kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam
itu.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)'*

Hadis di atas memberikan sebuah etika dalam melakukan akad 7jarah,
yaitu memberikan pembayaran upah secepat mungkin dan memberitahukan
besar upah atas pekerjaannya. Relevansinya dengan praktik ijarah ialah
adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan
kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menunda-

nunda pemberian upah serta membayar sesuai dengan besar upah yang telah

sepakati diantara kedua belah pihak.

3. Ijma
Berdasarkan Ijma, Para ulama bersepakat bahwa kebolehan
melakukan akad sewa menyewa atau 7jarah dan tidak ada seorang ulama
yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Ketika masa sahabat telah
berijma’, bahwa ijarah dibolehkan dikarenakan bermanfaat bagi manusia.
Berlandasan al-Qur’an dan beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW sudah
dijelaskan bahwa akad jjarah hukumnya dibolehkan sesuai dengan syara’.

Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan 7jarah tujuannya untuk

“Imam Al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab al-ljarah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 44,



kemaslahatan umatnya. /jarah merupakan suatu kegiatan tolong menolong
yang bermanfaat bagi kebaikan manusia. Allah tahu yang terbaik untuk
umatnya jika pun ijarah ini dilarang pasti sudah ada larangan ijarah di
dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tujuan disyara’kannya 7jarah karena akad ijarah dibutuhkan oleh
masyarakat dan memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan
hidup.!> Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak
lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Sehingga,
dengan adanya akad 7jarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan

memperoleh manfaat.

4. Kaidah Figh
A2 e s 3% O Wdsgy o g Y
Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.'6
LA S 58 33 et o, 3 2
Artinya: Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang

mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam
akad tersebut.!”

C. Rukun dan Syarat Jjarah
Jual beli dengan 7jarah mempunyai persamaan, yaitu pertukaran barang

dengan barang lainnya. Membedakan 7jarah dan jual beli adalah jika 7jarah

15 Mahmudatus Sa’diyah, Figih Muamalah II, (Jepara: UNISNU Press, 2019), 74.
16 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: , 2006),130,
17 Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyyah, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), 184.



hanya menyewa suatu barang hanya mengambil manfaatnya, sedangkan jual
beli adalah mempunyai hak kepemilikan barang tersebut.

Cara yang dihalalkan supaya sewa menyewa berlangsung adalah harus
memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut ialah kriteria yang
sesuai dengan rukun dan syarat jjarah.'® Rukun dan syarat jjarah mempunyai

kemiripan dengan jual beli, berikut rukun dan syarat 7jarah:

1. Rukun fjarah

Praktik 7jarah hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun-rukun
jjarah. Ataupun perbedaan rukun dan syarat jjarah menurut hukum Islam.
Rukun Jjjarah ialah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa
menyewa, dan tidak akan terjadi sewa menyewa apabila tidak terpenuhi
salah satu rukun 7jarah. Sedangkan syarat jjarah merupakan sesuatu yang
harus ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk menjadi salah satu
bagian dari hakikat sewa menyewa itu sendiri. Para fuquha telah
merumuskan rukun dan syarat-syarat sah ijarah, supaya sewa menyewa itu
dapat terjadi dan dianggap sah menurut syara’.

Menurut golongan Syafi’i, Maliki, dan Hanabi, rukun sewa menyewa
atau jjarah terdiri dari pihak yang memberi sewa (mu’ajjir), orang yang
membayar sewa (musta jir), objek yang sewakan (ma jur), ijab dan kabul

(sighat)." Pendapat dari Abu Hurairah, rukun dari sewa menyewa

18 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 121.
19 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 52.



hanyalah ijab dan kabul.?® Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah
ijab kabul, dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’
dan al-ikra?'

Menurut Jumhur Ulama, rukun 7jarah (sewa menyewa) terdiri atas
sighat (ijab dan kabul), ‘agidain (mu’ajir dan musta’jir) atau dua pelaku
akad, manfaat, uang sewa atau imbalan.?? Rukun 7jarah berdasarkan KHES
pasal 295 terdiri atas mustajir/ pihak yang menyewa, mu ajir/pihak yang
menyewakan, ma jurlbenda yang dijjarahkan, dan akad.??

Dari pembagian rukun jjarah diatas dapat penulis simpulkan hal-hal
yang harus dipenuhi dalam akad 7jarah yaitu Agid merupakan pihak yang
melakukan akad terdiri dari mu’ajir (pihak yang menyewakan) dan
mustajir (pihak yang menyewa), sighat ijarah merupakan ijab kabul
antara kedua belah pihak yang melakukan akad J7jarah, objek ijarah
merupakan barang atau jasa yang disewakan, serta imbalan atau upah

jjarah yang telah mereka sepakati.

2. Syarat fjarah
Syarat-syarat fjarah harus dilandasi dengan prinsip suka sama suka,

berikut syarat-syarat fjarah:

20 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

2l Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 125.

22 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), 231.

2 Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum..., 86.



a. Pihak yang melakukan akad ijarah (agidain)

Agidain merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad
yang terdiri dari mu’ajir dan musta’jir. Mu’ajir ialah pihak yang
menerima upah serta yang menyewakan barang/jasa, sedangkan
mustajir ialah pihak yeng memberi upah serta pihak yang menyewa
barang/jasa.>* Mu’ajir dan musta’jir harus memenuhi syarat-syarat
ijarah sebagai berikut:

1) Berakal sehat dan mampu membedakan. Anak kecil yang belum
mumayyiz atau orang gila tidak sah melakukan jjarah.>> Demikian
pula sama dengan orang mabuk ketika melakukan akad sewa
menyewa maka tidak sah hukumnya.?® Pemilik barang dan
penyewa harus cakap bertindak dalam hukum yaitu yang dapat
membedakan baik dan buruk (berakal).?’

2) Pihak yang melaksanakan akad harus mempunyai kekuasaan untuk
melakukan akad 7jarah, pihak yang menyewakan berhak
menyewakan objek sewa dan penyewa mampu membayar uang
sewa.

3) Pemilik barang dan penyewa ketika melakukan akad harus

memiliki kerelaan untuk melakukan akad 7jarah itu. Ketika ada

24 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.
% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 11.

26 Helmi Karim, Figh Muamalah..., 35.

27 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian..., 35.



salah pihak yang terpaksa atau dipaksa pihak lain melakukan akad
ijarah, maka akadnya tidak sah.?®

4) Pemilik barang dan penyewa mengetahui manfaat barang yang

disewa, untuk apa disewakan.

KHES menjelaskan syarat Agidain atau pihak yang melakukan
akad dijelaskan dalam pasal 301 dan 303 yaitu:

Pasal 301: Untuk menyelesaikan suatu proses akad 7jarah, pihak-pihak
yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan
perbuatan hukum.

Pasal 303: Musta jirharuslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. >’

b. Objek fjarah (Ma’qud ‘alaih)

Ma’qud ‘alaih merupakan barang atau jasa yang disewakan
untuk diambil manfaatnya. Objek 7jarah berupa barang atau harta
benda (a/-‘ain) dinamakan sewa menyewa, sedangkan objek 7jarah
berupa jasa atau suatu perbuatan (a/-fii/) disebut upah mengupah.*®
Manfaat dari Ma jur (objek ijarah) harus diketahui secara jelas, baik
itu jenisnya, kadarnya ataupun sifat dari objek sewa menyewa
tersebut, jadi tidak akan terjadi perselisihan di kemudian hari,
meliputi:

1) Manfaat dari objek ijarah yang diperjanjikan harus dibolehkan

syariat Islam. Objek dari 7jarah yang memiliki manfaat tidak

28 M. Ali Hasan, Berbagai Macam..., 231.
Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum..., 88.
30 Burhanuddin Susamto, Hukum Kontrak Syariah, (Y ogyakarta: BPFE-Y ogyakarta, 2009), 96.



C.

2)

3)

4)

dibolehkan oleh ketentuan hukum syariat Islam maka tidak sah dan
harus dihindari. 3!

Objek yang disewakan harus memiliki zat yang kekal ( ‘ain)
sehingga perjanjian sewa menyewa telah menentukan waktu yang
telah disepakati;?

Objek ijarah harus sesuatu yang berwujud, sehingga ketika
melakukan akad 7jarah dapat diserah terimakan atau pekerjaan
yang diupahkan.’?> Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga
orang, bukan merupakan suatu kewajiban individual (Ibadah)
seperti shalat dan puasa.

Hendaklah barang yang dijadikan sebagai objek akad sewa
menyewa maupun upah mengupah dapat dimanfaatkan
kegunaannya dengan baik.*

KHES menjelaskan mengenai jenis objek 7jarah dalam pasal 318

sebagai berikut: Pasal 318: (1) Majur harus benda yang halal atau

mubah. (2) Majur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan

menurut syariah. (3) Setiap Benda yang dapat dijadikan objek bai’

dapat dijadikan ma jur

Uang Sewa atau imbalan

31 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian..., 54.
32 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 118.

33 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnabh..., 12.

3% Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah..., 170.

35 Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum..., 92.



Uang sewa atau imbalan jjarah suatu pekerjaan, penyewa fjarah
berkewajiban membayar upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan.
Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 7jarah sudah berlangsung
dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan
penagguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib menyerahkan upah ijarah
secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima penyewa 7jarah.
Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan
akad itu sendiri. Apabila mu’ajir menyerakan zat benda yang disewa
kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa
(musta’jir) sudah menerima kegunaan.’® Hak menerima upah bagi
musta jir adalah sebagai berikut:

1) Saat berakhirnya pekerjaan
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ““Dari Abdullah
bin Umar ia berkata, Rasullah saw bersabda: “Berikan kepada
seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.””” Maksud
hadis ini yaitu segara memberi upah kepada si pekerja apabila
telah selesai dengan pekerjaannya dan disesuaikan dengan beban
kerja mereka, begitu juga jika telah ada kesepakatan antara kedua
belah pihak memberi gaji setiap bulannya. Menunda gaji atau upah
pegawai padahal ia mampu memberi gaji tepat waktu termasuk

kezaliman. Menunda termasuk kezaliman, maka terlebih jika ia

36 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 121.



sengaja tidak membayar gaji maka termasuk kezaliman yang lebih
besar dan keji.’

2) Mempercepat upah dengan cara bentuk pelayanan atau
kesepakatan masing-masing pihak sesuai dengan syarat.

3) Mengalirnya manfaat, apabila objek ijarah mengalami kerusakan
sebelum dimanfaatkan barang tersebut maka 7jarah dapat menjadi
batal.

4) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung,
ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak
terpenuhi seluruhnya.®®

KHES menjelaskan mengenai uang ijarah dalam pasal 307
sebagai berikut: Pasal 307: (1) Jasa 7jarah dapat berpa uang, surat
berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) Jasa ijarah
dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran
didahulukan, pembayaran setelah ma’jur selesai digunakan, atau
diutang berdasarkan kesepakatan.*®

d. Tjab kabul 7jarah (sighat al-‘aqd)

Sighat al-‘agd dalam ijarah merupakan ijab dan kabul antara mu’ajir

dan musta’jir yang berupa pernyataan bahwa kedua belah pihak

melakukan akad 7jarah dan harus dinyatakan secara tegas dan jelas.

37 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul Maram, Terj.Hamim Thohari Ibnu M Dalimi
(Jakarta: PT Gramedia, 2013), 318.

38 Ibid., 121.

3 Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum..., 89.



Sighat akad ijarah dapat dilakukan secara lisan maupun bentuk

lainnya.*® Kedua pihak yang melakukan akad harus memiliki kerelaan

untuk melakukan akad, apabila salah satu pihak terpaksa melakukan

akad, maka akadnya tidak sah.*! Syarat sah perjanjian sewa menyewa

sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)

Ijab kabul jjarah harus dinyatakan secara jelas, sehingga mudah
dipahami dari pernyataan akad yang dikehendaki.

Manfaat objek 7jarah diperbolehkan dalam agama Islam.

Objek 7jarah dapat diserahterimakan.

Kehendak masing-masing pihak harus dinyatakan secara pasti dan
tidak ragu-ragu sesuai dengan tercantum dalam ijab kabul serta

kedua belah pihak harus memahami transaksi dengan baik.*?

Ijab kabul memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti:

1)

2)

Ijab kabul dengan ucapan

Ijab kabul dengan ucapan harus menyebutkan barang yang menjadi
objek sewa menyewa, ijab kabul dengan ucapan ini paling sering
digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ijab kabul dengan tulisan

Ijab kabul dengan tulisan dapat dilakukan oleh orang yang dapat

bicara ataupun yang tidak dapat berbicara (bisu). Pihak yang

40 Yuli Rahayu, Akutansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019),

59.

4 M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi..., 231.
42 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian..., 54.



melakukan akad dengan tulisan harus mudah dipahami oleh kedua
belah pihak dan harus jelas. [jab kabul dengan tulisan sama dengan
ijab kabul dengan ucapan memiliki kekuatan hukum yang sama,
para ulama membuat kaidah figh yang menyatakan bahwa “tulisan
itu sama dengan ungkapan lisan”.
3) Ijab kabul dengan perbuatan
Ijab kabul dengan perbuatan langsung menunjukan kehendak sewa
menyewa, seperti penyewa langsung memberikan uang kepada
pihak yang menyewakan serta pihak yang menyewakan barang
yang disewakan kepada penyewa. [jab kabul dengan perbuatan ini
sering digunakan apabila penyewa dan pihak yang menyewakan
sudah pernah atau sering melakukan akad sewa menyewa.
4) Tjab kabul dengan isyarat
Ijab kabul dengan isyarat hanya boleh dilakukan oleh orang-orang
yang bisu (orang yang tidak dapat bicara), apabila mereka dapat
menulis maka sebaiknya melakukan ijab kabul dengan tulisan.
Kondisi saat ini yang memiliki teknologi yang canggih pihak
yang menyewakan dan penyewa banyak yang melakukan akad sewa
menyewa secara tidak secara langsung bertatap muka tetapi melalui
perantara seperti lewat telepon, email, dan sebagainya.*3
KHES menjelaskan mengenai sighat akad ijarah dalam pasal 296

sebagai berikut: Pasal 296: (1) Shigat akad jjarah harus menggunakan

43 M. Ali Hasan, Berbagai Macam..., 124



kalimat yang jelas. (2) Akad jjarah dapat dilakukan dengan lisan,

tulisan, dan/atau isyarat.**

D. Macam-macam Jjarah
Macam-macam Jjjarah dibagi 2 jenis fjarah, yaitu jjarah ‘ala al-manafi
dan fjarah ‘ala al-‘amaal yang membedakan keduanya adalah objek ijarah

berikut penjelasannya:

1) [jarah ‘ala al-manafi

ljarah ‘ala al-manafi merupakan sewa menyewa barang atau
properti, yaitu dengan memindahkan hak untuk menggunakan barang
atau properti kepada orang lain atau penyewa dengan imbalan sewa.
Objek fjarah ‘ala al-manafi adalah manfaat dari barang yang disewakan.
Hukum Jjjarah ‘ala al-manafi dibolehkan atas barang yang disewakan
mubah, seperti rumah, mobil, dan lain-lain, tetapi jjarah ‘ala al-manafi
dilarang apabila menyewakan barang-barang yang dilarang oleh syara’.
ljarah ‘ala al-manafi dapat dilarang apabila penyewa menggunakan
barang sewaan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan upah dan
hubungannya dengan akad. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah,

keberadaan upah ijarah bergantung pada adanya akad 7jarah. Menurut

4 Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum..., 87.



ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu

sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit yang bergantung dengan

kebutuhan ‘agid Kewajiban upah menurut ulama Hanafiyah dan

Malikiyah didasarkan tiga perkara sebagai berikut:

a) Upah disyaratkan untuk dipercepat dalam zat akad

b) Mempercepat tanpa adanya syarat

c) Membayar upah atas kemanfaatan barang sedikit demi sedikit, apabila
jika kedua pihak yang melakukan akad bersepakat untuk mengakhirkan
upah, hal ini diperbolehkan.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa barang sewaan
atau maqud ’‘alaih harus diberikan setelah akad. Ulama Malikiyah,
Hanafiyah dan Hanabiyah memperbolehkan melakukan 7jarah untuk masa
yang akad datang, tetapi ulama Syafi’iyah melarang melakukan 7jarah
untuk masa yang akad datang selagi tidak bersambung dengan waktu akad
jjarah.¥

2) [jarah ‘ala al-‘amaal
ljarah ‘ala al-‘amaal merupakan sewa menyewa jasa atau jual beli
jasa, jadi objek dari jjarah ‘ala al-‘amaal adalah jasa atau pekerjaan. ljarah
‘ala al-‘amaal adalah menyewa jasa seseorangan dengan memberi upah
sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang menyewa jasa adalah
musta’jir, pihak dipekerjakan adalah ajjir dan imbalan jasa atau upah

adalah ujrah. ljarah ‘ala al-‘amaal terkait dengan upah mengupah seperti

4 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah...,132.



menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Jjarah ‘ala al-‘amaal

lebih menitikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajin). ljarah ‘ala al-

‘amaal terbagi menjadi 2, yaitu:

a) ljarah khusus
ljarah khusus adalah 7jarah yang dilakukan oleh seorang yang bekerja,
maksudnya orang yang bekerja hanya melakukan pekerjaan kepada
seorang yang telah memberinya upah. Pekerja hanya melakukan suatu
pekerjaan sendiri dan menerima upah sendiri dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.*

b) ljarah musytarik
ljarah musytarik adalah jjarah yang dilakukan secara bersama-sama
atau melakukan kerja sama. Hukum 7jarah musytarik diperbolehkan
bekerja sama dengan orang lain. [jarah musytarik sering dilakukan oleh

para pekerja di pabrik.*’

E. Hak dan Kewajiban dalam Jjarah
Melakukan akad ijarah menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak
yang menyewakan dengan pihak yang menyewa. Berikut hak dan kewajiban
pihak yang menyewakan:
a. Pihak yang menyewakan berhak menerima atas segala harga sewa ijarah.

b. Pihak yang menyewakan wajib memelihara barang yang disewakan.

46 Qomarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.
47 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 133.



C.

Pihak yang menyewakan wajib mengizinkan pemakaian barang yang
disewakan kepada pihak penyewa.

Pihak yang menyewakan berhak menyerahkan barang atau jasa yang
menjadi objek 7jarah, karena pihak yang menyewakan telah menukar
manfaat barang atau jasa dengan uang sewa atau imbalan dengan

terjadinya perjanjian tersebut.*®

Kedua, hak dan kewajiban bagi pihak penyewa:

Pihak penyewa berhak mengambil manfaat dari barang atau jasa 7jarah.
Pihak penyewa berkewajiban menyerahkan uang sewaan atau imbalan
sewa-menyewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Pihak penyewa harus memelihara dan menjaga barang sewaan.

Pihak penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang
ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.

Pihak penyewa wajib mengganti barang 7jarah apabila terjadi kerusakan
pada barang Jjjarah karena kelalaiannya, kecuali kerusakan itu bukan
karena kelalaiannya.

Pihak penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian barang atau jasa
sewaan kepada orang lain dengan seizin pihak yang menyewakan.*

KHES menjelaskan mengenai hak dan kewajiban musta jir dan majur

dalam pasal 312 dan 313 sebagai berikut: Pasal 312: Pemeliharaan ma jur

adalah tanggung jawab musta jir kecuali ditentukan lain dalam akad. Pasal

“8 Hasbi Ash Shiddiqy, Figih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 470.
4 1dri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Presfektif Hadis Nabi), (Jakarta: Prenamedia Group. 2015),

240.



313: (1) Kerusakan majur karena kelalaian musta’jir adalah tanggung
jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad. (2) Apabila ma jur rusak
selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian musta’jir, maka
musta’jir wajib menggantinya. (3) Apabila dalam akad Jjarah tidak
ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma Jjur,
maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka dijadikan hukum

kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.>°

F. Berakhirnya Akad Jjarah

Perjanjian 7jarah adalah perjanjian yang lazim dilakukan di lingkungan
masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan akad zjarah tidak berhak
membatalkan perjanjian baik pihak yang menyewa maupun pihak yang
menyewakan karena termasuk perjanjian timbal balik atau akad pertukaran.
Apabila salah satu pihak (penyewa maupun yang menyewakan) meninggal
dunia perjanjian sewa menyewa masih akan berlangsung, walaupun salah
satu pihak meninggal dunia maka akad digantikan oleh ahli warisnya. Akad
ijarah tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian
(fasakh) oleh salah satu pihak yang memiliki dasar atau alasan yang kuat
seperti terdapat hal-hal yang mewajibkan fasakh>' Para ulama Figh

menyatakan bahwa akad 7jarah akan berakhir apabila:

50 Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum..., 90.
31 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi..., 148-149.



Terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan atau tenggang waktu yang
telah disepakati dalam akad telah berakhir dan selesainya pekerjaan,
seperti perjanjian sewa menyewa rumah selama 1 tahun, maka yang
perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir dengan sendirinya dan
rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

. Rusaknya objek yang disewakan atau objek hilang/musnah. Objek ijarah
yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan seperti yang
diperjanjikan maka akad J7jarah dapat dibatalkan. Misalnya, rumah
menjadi runtuh, rumah kebakaran dan sebagainya.

Rusaknya barang yang diupahkan (majur alaih), Barang yang
diperjanjikan mengalami kerusakan atau musnah dapat menyebabkan
pembatalan perjanjian, dikarenakan barang yang diupahkan tidak
memenuhi syarat 7jarah. Misalnya, baju yang diupahkan untuk
dijahitkan, kemudian baju tersebut mengalami kerusakan maka akad
Jjjarah akan berakhir dengan sendirinya.

. Apabila terjadinya aib pada barang sewaan yang terjadi pada pihak yang
menyewa. Kerusakan objek rjarah yang disebabkan oleh kelalaian
penyewa maka pihak penyewa dapat meminta melakukan pembatalan,
seperti penyewa menggunakan barang yang tidak sesuai dengan
kebutuhan,

Menurut ulama Hanafiyah, akad 7jarahboleh dibatalkan (fasakh), karena
munculnya halangan mendadak terhadap penyewa seperti mustajir

menyewa toko untuk berjualan kemudian dagangannya ada yang



mencuri, atau barang dagangannya musnah terbakar sebelum toko itu
digunakan, maka musta’jir diperbolehkan untuk membatalkan sewa
toko tersebut.’” Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak
batal (fasakh) apabila salah satu pihak yang berakad meninggal karena
manfaat dari akad ijarah dapat diwariskan dan 7jarah sama dengan jual

beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.>>

52 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 122.

53 Ibid.



BAB III
JASA POMPANISASI TAMBAK SAWAH DI DESA GLAGAH
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Kondisi Desa Glagah
1. Sejarah Desa Glagah

Konon sebelum ada Nama Desa Glagah perkampungan ini sangat
angker dan kehidupan masyarakat sangat-sangat tidak tentram di
perkampungan ini tempat para penyamun para bandit/bromocorah yang
selalu merampas hak-hak dan kebahagiaan orang lain. Hingga pada suatu
saat datanglah seseorang yang mengerti dan dung deng (punya
kelebihan/sakti) yang juga memiliki Pusaka Glagah Lanang (nama dari
sebuah tanaman). Berbekal kesaktian dan pustaka Glagah Lanang
seseorang tadi mampu membuat kondisi Desa yang semula tidak tentram
menjadi Desa yang tentram. Berdasarkan Tutur Tinular Nama Desa
Glagah diambil dari Pusaka “Glagah Lanang”.

Di Desa Glagah ini juga terdapat sebuah Makam “Nyai Gede
Glagah” yang konon juga diyakini ada kaitannya dengan cikal bakal Desa
Glagah. Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah
sebagai berikut: Nawarin (tahun 1815 s.d. 1847), Basiran (tahun 1847 s.d.
1865), H. Abdul Kadir (tahun 1865 s.d. 1941), H. Thohir (tahun 1941 s.d.

1948), H. M. Ridlwan Sholeh (tahun 1948 s.d. 1981), H. Zuhroh (tahun
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1981 s.d. 1991), H. Dimyati (tahun 1991 s.d. 2003), Adi Santoso (tahun
2003 s.d. 2009), dan sekarang Abdul Qohar (tahun 2009 s.d. 2022).!
Jumlah penduduk Desa Glagah tahun ini 2667 Jiwa sedangkan
untuk tahun lalu sebanyak 2654 Jiwa terdiri dari 659 KK, dengan jumlah
total 2667 jiwa, dengan rincian 1211 laki-laki dan 1456 perempuan.
Setiap tahun penduduk Desa Glagah selalu mengalami penambahan
penduduk. Dan penghasilan penduduk Desa Glagah selalu mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Serta selalu mengalami penurunan Tingkat

kemiskinan yang ada di Desa Glagah.?

Gambaran Geografis

Secara geografis Desa Glagah terletak pada posisi 7,1058° Lintang
Selatan dan 112,3858° Bujur Timur. Dan secara Topografi ketinggian
Desa Glagah merupakan daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas
permukaan laut. Desa Glagah di Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan. Luas wilayah Desa Glagah didominasi oleh tambak sawah

yang seluas 2/3 wilayah desa dan 1/3 nya diisi dengan rumah penduduk.?

' Tim Penyusun, Dokumen Balai Desa Glagah (Lamongan: t.p., 2019), 6.

2 bid.
3 Tbid., 8.
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Gambar 1 Peta Desa Glagah

Desa Glagah dilewati oleh aliran Bengawan yang mengelilingi
hampir seluruh keliling Desa Glagah yaitu dari ujung Timur sampai ujung
Selatan. Tak hanya di keliling bengawan, Desa Glagah juga dialiri kal/
yang hampir mengelilingi seluruh wilayah Desa Glagah. Kali-kali
tersebut memiliki fungsi sebagai sumber air masyarakat Desa Glagah dan
irigasi lahan persawahan sekaligus untuk pembuangan air hujan dari
semua penjuru desa. Letak Desa Glagah tergolong dekat dengan akses

jalan besar, yaitu jalan Raya Gresik-Babat dan jalan Raya Sembayat.



Desa Glagah memiliki Jalan Raya Glagah yang menggabungkan
antara dusun satu dengan dusun lainnya. Jalan Raya Glagah juga sebagai
akses utama untuk menuju desa lainnya dikarenakan lokasi Desa Glagah
sangat strategis dan mudah dilewati mobil, Bis maupun Truk. Luas Desa
Glagah adalah + 201 HA. Jarak tempuh Desa Glagah ke Ibu Kota
Kecamatan adalah 0 km. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten
adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu + 30 menit. Dan jarak
ke Ibu Kota Provinsi 51.9 KM dan dapat ditempuh selama + 1 jam 30
menit dengan kendaraan bermotor. Desa Glagah merupakan desa terluas
yang ada di Kecamatan Glagah dan sebelah utara berbatasan dengan Desa
Priyoso Kecamatan Karangbinangun, sebelah timur berbatatasan dengan
Desa Jatirenggo dan Desa Bapuh Baru, sebelah Selatan berbatasan dengan
Desa Duduk Lor, serta sebelah Barat berbatasan dengan Desa
Margoanyar.*

Tabel 2 Batas-batas Desa Glagah

No. | Arah Letak

1. Sebelah Utara Desa Priyoso Kec. Karangbinangun

2. Sebelah Timur Desa Jatirenggo dan Desa Bapuh Baru
3. Sebelah Selatan Desa Duduk Lor

4. Sebelah Barat Desa Margoanyar

Sumber: Hasil dari data Balai Desa Glagah tahun 2020

4 Melihat data Geografis di Balai Desa Glagah, 4 Desember 2020, Kecamatan Glagah Kabupaten

Lamongan



Desa Glagah terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Podo, Senden,
Dukuan, Glagah Pasar, Glagah Masjid, dan Glagah Kulon, yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun). Posisi Kasun
menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada
aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap
masyarakat di Desa Glagah, dari kesepuluh dusun tersebut terbagi
menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT).

Desa Glagah memiliki lahan pertanian seluas + 146 Ha dan lahan
perkebunan dan pekarangan yang subur seluas + 6 Ha. Dengan lahan
pertanian dan lahan perkebunan yang luas, masyarakat Desa Glagah ini
rata-rata bekerja sebagai petani. Rumput liar banyak yang tumbuh di Desa
Glagah yang digunakan untuk bahan atau material perternakan. Dengan
tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan
seperti ayam, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi
usaha sampingan. Sisa kotoran peternakan biasanya digunakan untuk
pembuatan pupuk organik. Pupuk organik digunakan untuk perkebunan
yang ada di Desa Glagah.’

Desa Glagah memiliki tanah yang subur sehingga banyaknya
tanaman yang bisa ditanami disini. Tanaman Mangga dengan luas 0.4
ha/m? dengan hasil 0.5 ton/ha/m?, tanaman Jambu air dengan luas 0.4
ha/m? dengan hasil 0,8 ton/ha/m?, dan tanaman Pisang luas lahan 0.5 ha/m?

dengan hasil 1 ton/ha/m?. Desa Glagah tak hanya memiliki tanah yang

5 Tim Penyusun, Dokumen Balai..., 18.



subur tetapi juga memiliki sumber air tawar dan kal/i yang bisa digunakan
untuk perikanan air tawar. Desa Glagah juga memiliki kawasan pengairan
Negara yang masih cukup luas sehingga bisa dikelola bersama masyarakat
Desa Glagah. Dengan memiliki potensi perikanan air tawar komoditi Ikan
Udang 1809 ton/ha/m?, ITkan Nila 2.5 ton/ha/m?, lkan Bandeng 5.7
ton/ha/m? dengan sistem pemasaran melalui sistem tengkulak. Ketika
musim kemarau petani di Desa Glagah melakukan penanaman padi
dilahan perikanannya yang seluas +146 Ha dengan hasil panen padi 804
ton/ha/m?. Iklim dan suhu yang mendukung untuk bercocok tanah
sehingga tanaman atau persawahan bisa tumbuh seperti pada umumnya.
Untuk peternakan yang ada di Desa Glagah ada 19 ekor Kambing, ternak
domba 193 ekor, ayam ras 397 ekor, sedangkan itik sebanyak 23 ekor.
Demikian Desa Glagah memiliki potensi yang sangat besar baik dalam
pertanian, perikanan maupun peternakan yang mampu dioptimalkan

dengan baik oleh masyarakat Desa Glagah.®

3. Aspek Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh

masyarakat. Ekonomi juga bisa sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan

masyarakat, dimana masyarakat yang sudah memenuhi kebutuhannya

maka dinamakan secara sempurna dapat dikatakan ekonominya cukup.

6 Ibid., 12.



Tingkat kemiskinan di Desa Glagah termasuk rendah, kurang dari 25%
masyarakat Desa Glagah hidup dibawah garis kekurangan. Kekurangan
disini adalah mereka yang memiliki gaji pokok lebih kecil dari uang belanja
rumah tangga mereka. Mereka hidup sederhana dan juga mengandalkan
hasil alam sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Perekonomian masyarakat Desa Glagah dikelompokkan menjadi
tiga kelompok yakni ekonomi kurang, ekonomi sedang, dan ekonomi
lebih. Ekonomi kurang adalah meraka yang hidupnya masih serba
kekurangan. Bahkan untuk makan pun terkadang sehari hanya dua kali,
dan berpenghasilan rendah. Masyarakat ini tidak memiliki rumah yaitu
masih kontrak kalaupun masyarakat ini memiliki rumah alas rumahnya
masih lantai plester. Kendaraan masyarakat ini hanya memiliki 1 sepeda
motor.

Ekonomi cukup adalah mereka yang hidup sudah cukup dan bahkan
mempunyai kendaraan 2 sepeda motor atau lebih. dan rumahnya sedang
tidak besar-besar amat tetapi lantainya sudah beralaskan lantai. Selain itu
mereka juga sudah mementingkan pendidikan anaknya untuk masa
depannya. Ekonomi cukup ini adalah mereka yang mempunyai tambak dan
berpenghasilan sekitar 3 jutaan.

Sedangkan ekonomi lebih adalah meraka yang mempunyai modal
untuk mendirikan usaha yang besar seperti usaha toko bangunan, atau
usaha lainnya. Selain usaha yang besar mereka juga mempunyai mobil dan

juga tambak sawah yang luas dan berpenghasilan 5 juta keatas. Golongan



kedua dan ketiga ini adalah golongan yang paling mayoritas dibandingkan
dengan golongan yang pertama.

Masyarakat Desa Glagah melakukan perdagangan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Mulai membuka warung makan, berjualan bahan
pokok, menjual bahan bangunan dan lain sebagainya. Hal seperti itu
mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Glagah juga
memiliki 2 pasar rakyat yang digunakan sebagai sarana perekonomian bagi
masyarakat Desa Glagah. Desa Glagah juga memiliki sarana
perekonomian yang cukup, dengan adanya sarana perekonomian yang
cukup pemerintahan Desa Glagah berharap agar masyarakat Desa Glagah

memiliki perekonomian yang cukup.’

Tabel 3 Sarana Perekonomian di Desa Glagah

No Sarana Perekonomian Jumlah
1 Bengkel 9
2 Toko Klontong 84
3 Warung/Kedai Kopi 48
4 UMKM 11
5 Pasar Rakyat 2

Desa Glagah memiliki 659 kepala keluarga (KK) dengan jumlah
penduduk 2667 jiwa. Tingkat pendapatan masyarakat Desa Glagah Rp.
100.000 per hari.secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Glagah

dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,

"1bid., 13.



jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada,
masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 596 orang, untuk
sektor jasa/perdagangan 218 ada orang, sedangkan yang bergerak di sektor
industri ada 72 orang. Ada sebanyak 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7
warga Desa Glagah yang menjadi anggota TNI/POLRI. 3 orang menjadi

dokter, 1 orang bidan dan 1 mantri kesehatan.

Tabel 4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Glagah

No Mata Pencaharian Jumlahnya Presentase
1 | Pertanian 596 orang 60.14 %
2 | Pegawai Negeri Sipil 50 orang 5.04 %
3 | Jasa Perdagangan 218 orang 21.99 %
4 | Jasa Angkutan 17 orang 1.72 %
5 | Jasa Ketrampilan 11 orang 1.11 %
6 | Dokter dan Bidan 5 orang 0.51 %
7 | TNI/POLRI 7 orang 0.71 %
8 | Sektor Industri 72 orang 7,27 %
9 | Lainnya 15 orang 1.51 %

Jumlah 991 orang 100.00 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa
Glagah masih cukup rendah berdasarkan data lain dinyatakan bahwa
jumlah penduduk usia 20-49 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari
jumlah angkatan kerja sekitar 1125 orang. Angka-angka inilah yang

merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Glagah.®

8 Ibid.



Rata-rata penduduk Desa Glagah bekerja sebagai petani dan
pedagang, tetapi didominasi bermata pencaharian sebagai petani tambak
sawah. Petani tambak sawah adalah mereka yang bekerja hanya di tambak
sawah, jika musim kemarau tiba tambak sawah ditanami padi dan ketika
musim hujan biasanya budidaya Ikan Bandeng, Tkan Mujaer, Ikan Mas,
Udang dan lain sabagainya. Biasanya mereka menjual hasil pertaniannya
ke pengepul padi atau pengepul ikan. Penghasilan petani tambak sawah
pun lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ketika gagal
panen mereka mengalami kerugian sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka.

Namun ketika musim panen padi tiba, masyarakat Desa ini
merasakan hidup dalam kemakmuran. Bagi mereka musim panen padi
adalah masa-masa yang dinanti kebanyakan masyarakat Desa Glagah.
Musim panen padi merupakan salah satu penghasilan terbesar bagi petani
Desa Glagah. Desa Glagah merupakan Desa yang cukup berpotensi dalam
mengembangkan perekonomian masyarakat. Petani salah satu sektor yang

cukup banyak diminati oleh Masyarakat Desa Glagah.’

% Sholeh (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 16 Februari 2021.



B. Praktik Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah

1.

Sejarah jasa Pompanisasi Tambak Sawah di Desa Glagah

Luas wilayah Desa Glagah hampir %/3 atau sekitar + 146 Ha berupa
tambak sawah. Banyaknya tambak sawah, maka menjadikan mayoritas
masyarakat Desa Glagah memilih untuk menjadi petani tambak sawah.
Maksud dari sawah tambak adalah tambak sawah di Desa Glagah bisa
digunakan untuk tambak ikan atau udang ketika musim hujan dan bisa
digunakan juga untuk ditanami padi ketika musim kemarau secara
bergantian. Petani sawah tambak di Desa Glagah panen 4-5 kali setiap
tahunnya, jika menanam padi musim panennya 3 bulan sekali dan hanya
menanam padi 1 kali disetiap tahunnya. Dan sisanya membudidayakan ikan
atau udang yang panen setiap 2-3 bulan sekali.!” Kondisi yang berdekatan
dengan aliran Sungai Bengawan Solo menjadikan Desa Glagah strategis
bagi para petani tambak sawah. Dengan banyaknya tambak sawah, maka
menjadikan masyarakat Desa Glagah memilih untuk menjadi petani
tambak sawah.!!

Petani tambak sawah melakukan pompanisasi untuk mengaliri
tambak sawah mereka. Pompanisasi adalah mengaliri tambak sawah
dengan cara mempompa air dari bengawan ke ka/i. Pompanisasi dilakukan

karena kali yang terlalu dangkal. Pompanisasi tambak sawah bertujuan

10 Muslimin, (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 6 November 2020.
"' Syud (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 17 Februari 2021.



untuk petani tambak sawah mendapatkan pemerataan air. Pompanisasi
tambak sawah ini menggantikan sistem irigasi yang tidak berjalan lancar.

Pompanisasi merupakan solusi untuk mengatasi kekeringan pada musim
kemarau di area tambak sawah. Sejak dahulu petani tambak sawah sudah
menggunakan pompanisasi dengan sistem pelaksanaan yang berbeda
dengan sistem pompanisasi saat ini. Dahulu petani sudah melakukan
pompanisasi secara sendiri-sendiri, dengan mengaliri tambak sawah
menggunakan diesel milik pribadi. Pompanisasi tersebut hanya dilakukan
oleh petani yang mampu untuk membeli diesel. Bagi petani yang tidak
mampu membeli diesel sendiri, mereka meminjam diesel petani lain agar
dapat melakukan pompanisasi. Petani tambak sawah yang meminjam
diesel petani lain mengeluarkan biaya pompanisasi yaitu dengan membayar
bahan bakar diesel saja. Tak jarang petani tambak sawah yang meminjam
diesel petani lain tidak membayar bahan bakar diesel, sehingga sering
terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan antara petani
tidak hanya itu, terkadang petani yang meminjam diesel petani lain tidak
mengembalikan diesel ketempat semua dan permasalahan ini juga sering
terjadi antara kedua belah pihak.

Berawal dari masalah itu, maka petani yang tidak mampu melakukan
pompanisasi secara sendiri bekerja sama kepada petani yang mampu
membeli diesel sendiri mengalami kesenjangan sosial. Dari keadaan ini
pompanisasi mandiri menjadi kurang efektif karena kurangnya hubungan

baik antara para petani tambak sawah. Para petani sering terjadinya



perselisihan-perselihan antara para petani tambak sawah. Perselisihan yang
sering terjadi adalah petani yang memiliki diesel mengalami kerugian
menggunakan bahan bakar diesel untuk petani lain.

Melihat keadaan ini akhirnya Perangkat Desa mengumpulkan petani
tambak sawah Desa Glagah untuk bermusyawarah. Pada tahun 2012 petani
tambak sawah membuat organisasi yang mengurus pompanisasi yang
dinamakan HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air). Desa Glagah
membagi pompanisasi 2 sektor yaitu sektor barat dan sektor timur. Masing-
masing sektor memiliki pengurus HIPPA yang terdiri dari 3 orang yang
terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Tugas pengurus HIPPA yaitu
mengelola pompanisasi seperti, menarik pembayaran pompanisasi kepada
petani tambak sawah, membeli bahan bakar diesel, menyalakan diesel, dan
lain sebagainya. Pengurus HIPPA dipilih oleh para petani sendiri dengan
cara musyawarah.

Setelah terbentuknya HIPPA diadakan kembali musyawarah antara
pengurus HIPPA dan para petani tambak sawah Desa Glagah untuk
menetapkan peraturan baru mengenai sistem pompanisasi tambak sawah.
Peraturan HIPPA sektor barat dan timur berbeda sesuai dengan
musyawarah masing-masing sektor. Peraturan pompanisasi yang baru

diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mencakup semua kebutuhan



para petani tambak sawah diharapkan tidak menimbulkan perselisihan-

perselisihan kembali.!?

2. Tahapan praktik jasa pompanisasi tambak sawah
Pompanisasi tambak sawah merupakan cara memompa air bengawan
yang dialirkan ke ka/i digunakan untuk mengaliri tambak sawah petani
tambak sawah. Transaksi sewa jasa pompanisasi tambak sawah ini
memiliki beberapa tahap yaitu tahap musyawarah, tahap pelaksanaan sewa
jasa pompanisasi, tahap pembayaran dan tahap berakhirnya sewa jasa
pompanisasi. Akad jjarahjasa pompanisasi ini dilakukan secara lisan, bukti

tertulis upah jasa pompanisasi tambah sawah ini hanya slip pembayaran.

Gambar 2 Kartu Pembayaran Jasa Pompanisasi

12 Abidin (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 4 November 2020.
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Pertama, tahap musyawarah yaitu pengurus HIPPA mengundang
petani tambak sawah untuk melakukan musyawarah terhadap besar biaya
upah jasa pompanisasi. Biasanya pengurus HIPPA sudah memperkirakan
besar biaya operasional untuk tahun yang akan datang dan petani tambak
sawah yang memutuskan setuju atau tidak. Tahap musyawarah ini
pengurus HIPPA akan menjelaskan upah jasa pompanisasi akan digunakan
untuk apa saja. Besar biaya upah pompanisasi yang telah disepakati tahun
ini sebesar Rp. 55.000 per 100 M?.

Biasanya dalam tahap musyawarah ini pengurus HIPPA akan
menjelaskan bagaimana sistem pompanisasi yang akan dilakukan. Akan
tetapi pengurus HIPPA jarang menjelaskan bagaimana sistem pompanisasi
dikarenakan penyewa jasa pompanisasi sudah mengetahui bagaimana
sistem pompanisasi tambak sawah. Tahap musyawarah ini juga
menentukan berapa lama jangka waktu akad sewa jasa pompanisasi. Jangka
waktu akad ditentukan berdasarkan adat kebiasaan yaitu satu tahun
lamanya. Untuk menentukan waktu pembayaran upah jasa pompanisasi
juga ditentukan pada tahap ini, dan waktu pembayaran upah jasa
pompanisasi yaitu pada masa musim panen padi.'?

Tahap kedua ialah pelaksanaan ijarah yaitu pengurus HIPPA
melakukan tugasnya. Tugas pengurus HIPPA yaitu memompa air
bengawan ke kali agar petani tambak sawah mendapatkan air untuk irigasi

tambak sawah mereka. Tak hanya memiliki tugas itu, pengurus HIPPA juga
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membeli bahan bakar diesel, memperlebar kal/i yang sempit dan dangkal,
memperbaiki diesel yang rusak dan sebagainya. Inti tugas pengurus HIPPA
ialah memastikan petani tambak sawah mendapatkan air irigasi yang
cukup.'

Selanjutnya ialah tahap pembayaran, pembayaran upah jasa
pompanisasi ini dilakukan pada saat musim panen padi tiba dengan cara
pengurus HIPPA mendatangi rumah para petani tambak sawah dan
memberikan slip pembayaran jasa pompanisasi yang harus dibayarkan.
Tahap pembayaran sering terjadilah permasalahan yang timbul yaitu
adanya biaya tambahan yang tidak sesuai di awal perjanjian yang besaran
setiap tahunnya tidak selalu sama. Petani tambak sawah merasa dirugikan
karena terdapat biaya tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan
diawal perjanjian dan petani terpaksa atau tidak rela membayar biaya
tambahan tersebut.!>

Tahap yang terakhir dalam akad 7jarah jasa pompanisasi tambak
sawah ialah tahap berakhirnya masa sewa jasa pompanisasi. Akad ijarah
tidak boleh dibatalkan apapun kondisinya, kecuali pada awal perjanjian
sudah ada kesepakatan bahwa akad 7jarah jasa pompanisasi akan berakhir
lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak semua petani
memiliki tambak sawah sendiri, mereka ada yang menyewa tambak sawah

orang lain. Ketika masa sewa tambak sawah berakhir maka sewa jasa

4 Syud (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 17 Februari 2021.
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pompanisasi juga akan berakhir. Jika jangka waktu akad jjarah pompanisasi
berakhir, petani tambak sawah dapat menyewa kembali jasa pompanisasi
tambak sawah dengan melakukan tahapan musyawarah kembali.

Setiap satu tahun sekali para petani tambak sawah melakukan
musyawarah kembali peraturan yang dibuat bersama dan para pengurus
tambak sawah melaporkan tanggung jawab kepengurusannya selama satu
tahun musim tanam. Peraturan yang dibuat setiap tahun masih sering
mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering timbul yaitu adanya
tambahan biaya yang tidak disepakati diawal perjanjian dan besaran setiap
tahunnya tidak selalu sama. Pengurus HIPPA sering salah memperkirakan
biaya operasional pompanisasi. Tak hanya permasalahan itu, petani tambak
sawah juga sering nunggak atau tidak membayar upah jasa pompanisasi
tepat waktu.!'®

Besar upah jasa pompanisasi sektor barat dan sektor timur sama yaitu
Rp. 55.000 per 100 M? yang disepakati oleh para petani tambak sawah Desa
Glagah. Besar biaya operasional masing-masing sektor berbeda dengan
sektor lainnya. Sejak terjadinya perselisihan pompanisasi tambak sawah
dapat diselesaikan dengan musyawarah setiap terjadinya perselisihan.
Perangkat Desa Glagah juga ikut membantu menyelesaikan perselisihan

pompanisasi tambak sawah.!”

16 Abidin (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 4 November 2020.
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3. Paparan Data

Jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah dibagi menjadi 2
sektor yaitu sektor barat dan selatan. Masing-masing sektor memiliki 1
ketua, 1 bendahara dan 1 sekretaris. Ketua HIPPA sektor barat adalah
Bapak Wawan, bendahara HIPPA sektor barat adalah Bapak Abidin, dan
sekretaris HIPPA sektor barat adalah Bapak Yanto. Sedangkan ketua
HIPPA sektor timur adalah Bapak Joko, bendahara HIPPA sektor timur
adalah Bapak Suud, dan sekretaris HIPPA sektor timur adalah Bapak Wito.

Ketua HIPPA bertugas sebagai penanggung jawab atas segala
masalah yang ada di pompanisasi tambak sawah dan mengatur semua
kegiatan pompanisasi. Bendahara HIPPA bertugas mengelola keuangan
pompanisasi tambak sawah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan
dan mempertanggungjawabkan keuangan pompanisasi tambak sawah.
Sekretaris HIPPA bertugas sebagai pembantu ketua HIPPA, dengan
melakukan perencanaan dan melakukan pelaporan pompanisasi tambak
sawah.

Masing-masing sektor memiliki pengurus HIPPA yang bertugas
menjalankan pompanisasi tambak sawah. Pengurus HIPPA ini tak mampu
melakukan pompanisasi tambak sawah tanpa bantuan orang lain. Pengurus
HIPPA meminta bantuan orang lain untuk melakukan tugas yang tidak

dapat dikerjakan oleh pihak pengurus HIPPA. '8

8 Abidin (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 4 November 2020.



a. Akad yang digunakan dalam sewa jasa pompanisasi tambak sawah

Sewa menyewa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah
dilakukan oleh petani tambak sawah dan pengurus HIPPA. Petani
tambak sawah sebagai pihak yang menyewa jasa pompanisasi tambak
sawah dan pengurus HIPPA sebagai pihak yang menyewakan jasa
pompanisasi tambak sawah. Subyek penelitian ini yaitu petani tambak
sawah dan pengurus HIPPA.

Penelitian ini memerlukan lima subjek penelitian yaitu tiga
orang petani tambak sawah dan dua pengurus HIPPA. Adapun penulis
melakukan penelitian untuk mengetahui akad apa yang diterapkan
dalam praktik pompanisasi tambak sawah. Bapak Abidin selaku
pengurus HIPPA sektor barat mengatakan:

“Akad yang diterapkan ini adalah akad ijarah sesuai dengan
kesepakatan para pihak mbak. Pengurus HIPPA menyewakan jasa
pompanisasi kepada para petani agar menikmati hasil dari persewaan
jasa pompanisasi. Sewa menyewa ini hanya secara lisan saja mbak,
kalaupun ada bentuk tertulis hanya slip pembayaran saja. Ijab kabul
sewa menyewa ini dilakukan pada saat musyawarah atau rapat
tahunan, kalaupun ada petani yang tidak hadir kita terjun langsung ke
rumah petani untuk melakukan ijab kabul. Kedua belah pihak sama

sama suka melakukan perjanjian ini, jadi tidak ada yang terpaksa
karena sama membutuhkan.”!”

Bapak Suud selaku ketua dari pengurus HIPPA sektor timur
mengatakan bahwa:

“Awal mula pompanisasi tambak sawah ini menggunakan akad
jual beli, akan tetapi perjanjian ini lebih cocok menggunakan akad
jjarah. Maka dari itu praktik jasa pompanisasi tambak sawah ini
menggunakan akad 7jarah. Menggunakan akad ijarah tidak ada pihak
yang merasa dirugikan, sama sama sepakat dengan akad 7jarah mbak.

9 Abidin (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 4 November 2020.



Pihak yang menyewakan ialah pengurus HIPPA dan pihak yang
menyewa ialah petani tambak sawah. Petani tambak sawah
membutuhkan air untuk irigasi tambak mereka dan pengurus HIPPA
mendapatkan upah dari jasa pompanisasi tersebut. Maka terjadilah jasa
pompanisasi tambak sawah di desa ini mbak.”?°

Bapak Wafiq selaku petani tambak sawah sekaligus menyewa
jasa pompanisasi tambak sawah mengatakan bahwa:

“Melakukan sewa menyewa ini tidak ada unsur paksaan karena
sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Biaya operasional
pompanisasi yang dibebankan kepada petani tambak sawah. Akan
tetapi ketika adanya biaya tambahan, kami jadi terpaksa membayar
biaya tambahan tersebut. Perjanjian ini menggunakan akad ijarah,
kami (petani) membutuhkan pompanisasi dengan cara menyewa jasa
pompanisasi kepada pengurus pompanisasi. Ketika membayar
pompanisasi akan ditulis di slip pembayaran saja.”!

Bapak Muslimin selaku pengguna jasa pompanisasi atau
penyewa jasa pompanisasi tambak sawah mengatakan:

“Perjanjian sewa menyewa jasa pompanisasi dilakukan secara
lisan dan tertulis, bentuk tertulis perjanjian ini hanya sebatas slip
pembayaran jasa pompanisasi ini. Pada awalnya tidak ada pihak yang
melakukan jasa pompanisasi ini secara paksa, mereka melakukan
berdasarkan asas suka sama suka. Petani tambak sawah dan pengurus
HIPPA sama-sama saling membutuhkan. Akan tetapi ketika terdapat
biaya tambahan membuat saya tidak rela membayar upah jasa
pompanisasi ini.”>?

Bapak Sholeh selaku penyewa jasa pompanisasi tambak sawah
mengatakan bahwa:

“Pompanisasi ini menggunakan akad sewa menyewa atau ijarah.
Tidak ada pihak yang keberatan melakukan akad 7jarah ini, mereka
sama-sama suka. Melakukan ijab kabul pompanisasi ini dilakukan pada
saat rapat tahunan atau setiap tahun petani memperpanjang akad 7jarah
ini. Perjanjian ini hanya secara lisan saja tidak ada bukti tertulis, hanya
ketika ingin membayar jasa pompanisasi ini ditulis di slip pembayaran
saja. Slip pembayaran jasa pompanisasi dibawa oleh penyewa atau

20 Suud (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 17 Februari 2021.
2 M. Wafiq, (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 5 November 2020.
22 Muslimin, (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 6 November 2020.



petani tambak sawah, jika hilang ya berasaskan kepercayaan kedua
belah pihak.”??

Inti dari paparan diatas adalah pompanisasi tambak sawah di
Desa Glagah menggunakan akad ijarah yang berasaskan suka sama
suka tidak ada pihak yang terpaksa, karena kedua belah pihak saling
membutuhkan. Pihak yang melakukan akad ialah petani tambak sawah
(mu’ajir) dan pengurus HIPPA (mustajir). Petani tambak sawah atau
penyewa membutuhkan air untuk mengaliri tambak sawah mereka dan
pengurus HIPPA atau pihak yang menyewakan mendapatkan upah dari
jasa pompanisasi tambak sawah. Praktik jasa pompanisasi ini
dilakukan secara lisan dan tertulis, bentuk tertulis hanya berupa slip
pembayaran saja.

Sighat ijab kabul akad jjarah dalam sewa jasa pompanisasi
tambak sawah ini ialah “Aku menyewakan jasa pompanisasi tambak
sawah ini sebesar Rp. 55.000 per 100 M? selama 1 tahun.” Kata
pungurus HIPPA atau mu’ajir, “Aku terima jasa pompanisasi tambak
sawah ini dengan menyewa sebesar Rp. 55.000 per 100 M? selama 1
tahun” Kata mus tajiratau petani tambak sawah. Ijab kabul akad ijarah

ini dilakukan pada saat musyawarah tahunan atau rapat tahunan.

b. Manfaat menggunakan pompanisasi tambak sawah
Pompanisasi merupakan salah satu kebutuhan petani yang harus

dipenuhi supaya petani tambak sawah dapat mengaliri tambak sawah
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agar mendapatkan panen yang maksimal. Pelaksanaan sewa menyewa
pompanisasi tambak sawah merupakan suatu akad 7jarah terhadap
manfaat dari jasa pompanisasi tambak sawah yang dimanfaatkan
selama satu tahun dengan imbalan yang telah ditentukan dalam akad
ijarah. Petani di Desa Glagah melakukan pompanisasi tambak sawah
yang bertujuan untuk mengaliri tambak sawah selama waktu yang
dibutuhkan, baik pada musim kemarau atau musim penghujan. Penulis
melakukan penelitian untuk mengetahui manfaat apa saja yang didapat
dalam praktik pompanisasi tambak sawah. Bapak M. Wafiq selaku
petani tambak sawah atau penyewa jasa pompanisasi mengatakan:

“Adanya pompanisasi tambak sawah membuat saya tidak pusing
memikirkan irigasi tambak sawah. Pengurus HIPPA selalu berusaha
agar debit air ka/itidak berkurang. Saat musim kemarau tiba pengurus
HIPPA rela menyalakan diesel tengah malam agar debit air ka/i tidak
berkurang. Kami (petani tambak sawah) sangat beruntung dengan
adanya pompanisasi tambak sawah ini.”?4

Hasil wawancara dengan bapak Sholeh selaku penyewa jasa
pompanisasi sekaligus petani tambak sawah di Desa Glagah, bahwa:

“Banyak keuntungan yang saya dapatkan ketika ada perjanjian
pompanisasi tambak sawah ini. Setelah ada pompanisasi ini saya tidak
perlu memikirkan bagaimana saya mendapatkan air untuk irigasi
tambak sawah saya, karena pengurus HIPPA akan menyediakan air
untuk irigasi. Adanya pompanisasi ini juga membuat hasil panen ikan
maupun padi menjadi lebih banyak. Setelah adanya pompanisasi
tambak sawah juga membuat tambak sawah saya jarang mengalami
gagal panen.”?

Bapak Muslimin selaku petani tambak sawah yang menyewa jasa

pompanisasi tambak sawah mengatakan bahwa:
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“Jasa pompanisasi tambak sawah sangat membantu saya dalam
mengaliri tambak sawah saya. Saya tidak perlu begadang untuk
mendapatkan air irigasi pada saat kemarau. Pengurus HIPPA sangat
membantu saya dalam mengaliri tambak sawah saya maupun petani
tambak sawah lain. Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan
keuntungan dalam akad 7jarah ini. Petani tambak sawah mendapatkan
air untuk irigasi tambak sawah dan pengurus HIPPA mendapatkan
upah dari hasil pekerjaan mereka.”°

Pengurus HIPPA sekaligus pihak yang menyewakan jasa
pompanisasi yaitu bapak Suud mengatakan bahwa:

“Kami (pengurus HIPPA) menyalakan diesel setiap hari agar
semua petani tambak sawah tidak kekurangan air untuk irigasi. Saat
musim kemarau kami (pengurus HIPPA) menyalakan diesel pada
tengah malam setiap harinya agar petani tambak sawah mendapatkan
air irigasi. Terkadang kedalaman ka// menjadi dangkal dan sempit
sehingga diharuskan untuk melakukan pendalaman ka/i agar debir air
kali tidak berkurang.”?’

Hasil wawancara dengan bapak Abidin selaku pengurus HIPPA
sekaligus pihak yang menyewakan jasa pompanisasi tambak sawah di
Desa Glagah, mengatakan bahwa:

“Tujuan pompanisasi ini agar petani tambak sawah mendapat
air irigasi yang cukup. Setiap hari kami mengontrol apakah debit air
kali berkurang atau tidak, apabila berkurang pengurus HIPPA langsung
menyalakan diesel untuk menambah debit air kali. Musim kemarau
tiba pengurus HIPPA berusaha agar kali tidak kekeringan. Pengurus
HIPPA menyalakan diesel pada saat tengah malam untuk berebut air
bengawan dengan petani luar desa. Apabila diwaktu bersamaan
pengurus HIPPA tidak dapat menyalakan diesel pada tengah malam,
pengurus HIPPA akan menyuruh orang lain agar menyalakan diesel
tersebut.”?8

Manfaat dari jasa pompanisasi bagi petani tambak sawah
(mus’tajin maupun pengurus HIPPA (mu’ajir) sama-sama saling

menguntungkan. Petani tambak sawah mendapatkan air untuk irigasi
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tambak sawah mereka. Petani tidak perlu bersusah payah mendapatkan
air untuk irigasi, karena pengurus HIPPA sudah melakukan
pekerjaannya dengan baik. Pengurus HIPPA berusaha agar semua
petani tambak sawah mendapat air untuk irigasi dengan cara menjaga
agar debit air kali tidak berkurang. Apabila debit air kali berkurang
pengurus HIPPA akan menyalakan diesel untuk menambah debit air
kali dan pengurus HIPPA mendapatkan upah dari hasil pekerjaan
mereka. Terkadang kedalaman ka/i menjadi dangkal dan sempit,
pengurus HIPPA melakukan pendalaman kali agar debit air kali tidak

berkurang.

Penetapan harga dan waktu pembayaran sewa menyewa jasa
pompanisasi tambak sawah

Menetukan besar upah jasa pompanisasi dilakukan dengan cara
bermusyawarah antara petani tambak sawah dan pengurus HIPPA.
Pengurus HIPPA memperkirakan berapa besar biaya operasional
pompanisasi tambak sawah. Setelah itu pengurus HIPPA
memberitahukan kepada petani tambak sawah besar dana operasional
tersebut beserta pembayaran uang sewa pompanisasi. Apabila kedua
belah pihak setuju dengan harga sewa yang telah ditentukan maka
telah jadilah harga sewa yang wajib dibayarkan oleh petani tambak

sawah.



Besar biaya upah jasa pompanisasi tambak sawah masing-
masing petani tambak sawah tidak sama. Luas wilayah tambak sawah
petani satu dengan petani lain berbeda, cara menentukan luas wilayah
tambak sawah petani tambak sawah sesuai dengan sertifikat tambak
sawah mereka. Cara menghitung besar biaya upah jasa pompanisasi
yaitu luas wilayah tambak sawah dikali dengan biaya upah jasa
pompanisasi yang telah sepakati.

Sistem pembayaran sewa menyewa jasa pompanisasi tambak
sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
sesuai dengan kesepakatan para pihak. Waktu pembayaran sewa
menyewa jasa pompanisasi tambak sawah pada saat musim panen padi
dapat juga dicicil. Besar harga sewa jasa pompanisasi tambak sawah
tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, karena adanya biaya
tambahan. Biaya tambahan tersebut dikarenakan adanya kenaikan
bahan bakar diesel atau solar, adanya kerusakan diesel yang diharuskan
untuk diperbaiki (servis diesel), memperdalam ka/i yang dangkal dan
sempit dan lain sebagainya.

Salah satu warga Desa Glagah sebagai petani tambak sawah
yang menyewa jasa pompanisasi tambak sawah yaitu Bapak Wafiq
mengatakan:

“Biasanya saya membayar jasa pompanisasi tambak pada saat
musim panen padi, karena sesuai dengan kesepakatan pengurus HIPPA
dengan petani tambak sawah. Pengurus HIPPA dan petani tambak

sawah memilih musim panen padi tiba karena masa kemakmuran bagi
petani tambak sawah, segagal-gagalnya musim tanam padi masih



mendapatkan keuntungan yang besar. Kebanyakan petani tambak
sawah membayar uang sewa jasa pompanisasi saat musim panen padi.
Saya tidak pernah mencicil uang sewa pompanisasi tambak sawah
karena tidak memiliki uang lebih saat musim panen ikan. Pengelola
tambak sawah menambah biaya tambahan yang besarannya setiap
tahun tidak selalu sama, saya sedikit keberatan dengan adanya biaya
tambahan jasa pompanisasi tambak sawah ini.”?

Pengurus HIPPA sekaligus pihak yang menyewakan jasa
pompanisasi yaitu bapak Suud mengatakan bahwa:

“Petani tambak sawah melakukan pembayaran upah pada saat
musim panen padi. Pengurus HIPPA dan petani tambak sawah memilih
musim panen padi tiba merupakan masa kemakmuran bagi petani
tambak sawah, karena segagal-gagalnya musim tanam padi masih
mendapatkan keuntungan yang besar. Pengurus HIPPA menarik upah
jasa pompanisasi ini dengan datang ke rumah para petani tambak
sawah, apabila pengurus HIPPA tidak menarik upah jasa pompanisasi
ke rumah petani maka banyak sekali petani tambak sawah yang tidak
membayar jasa pompanisasi ini. Upah jasa pompanisasi ini sebesar Rp.
55.000 per M?, terkadang adanya biaya tambahan upah jasa
pompanisasi karena masalah-masalah yang timbul seperti naiknya
harga solar, kerusakan diesel, ka/f menjadi dangkal. Sehingga biaya
operasional ini terdiri dari membayar upah pengurus HIPPA, membeli
bahan bakar diesel atau solar, membayar upah orang yang keduk®,
servis diesel, membeli konsumsi, membeli alat-alat untuk pompanisasi
dan lain-lain.”!

Hasil wawancara dengan bapak Muslimin selaku petani tambak
sawah sekaligus pihak yang menyewa jasa pompanisasi tambak sawah
di Desa Glagah, mengatakan bahwa:

“Penetapan besar upah jasa pompanisasi tambak sawah sebesar
Rp. 55.000 per 100 M? selama 1 tahun, sesuai kesepakatan para pihak.
Saya membayar jasa pompanisasi tambak sawah dengan cara dicicil
pada setiap musim panen ikan dan musim panen padi, karena saya
tidak memiliki uang untuk membayar jasa pompanisasi tambak sawah
pada musim panen padi saja. Pengurus HIPPA selalu memberi

2 M. Wafiq, (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 5 November 2020.

30 Keduk adalah cara memperdalam kali yang dangkal dan sempit yang bertujuan agar ka/i menjadi
lebih dalam.
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tambahan uang sewa, jadi saya selalu mencicil uang jasa pompanisasi
agar tidak terlalu berat membayar jasa pompanisasi.”?

Hasil wawancara dengan petani tambak sawah yaitu bapak
Sholeh sekaligus pihak yang menyewa jasa pompanisasi di Desa
Glagah mengatakan bahwa:

“Pembayaran jasa pompanisasi ini dilakukan pengurus HIPPA
dengan datang ke rumah masing-masing petani, pada saat musim
panen padi tiba. Besar biaya pompanisasi ini Rp. 55.000 per 100 M?
selama 1 tahun sesuai kesepakatan para pihak di awal perjanjian, akan
tetapi saat pembayaran tiba biaya pompanisasi tersebut ada biaya
tambahan yang tidak menentu setiap tahunnya. Biaya tambahan
tersebut dikarenakan adanya masalah-masalah yang timbul, seperti
diesel rusak sehingga adanya biaya perbaikan diesel. Adanya biaya
tambahan ini dengan berat hati terpaksa membayar biaya tambahan
tersebut.”3?

Pengurus HIPPA atau pihak yang menyewakan yaitu bapak
Abidin mengatakan bahwa:

“Kebanyakan petani tambak sawah melakukan pembayaran uang
sewa pompanisasi tambak sawah saat musim panen padi, ada juga yang
mencicil vang sewa pompanisasi. Biaya operasional pompanisasi
tambak sawah digunakan untuk membeli bahan bakar diesel atau solar,
membayar upah pengurus HIPPA. Pada setiap tahunnya praktik jasa
pompanisasi tambak sawah ini terdapat permasalahan yang timbul
seperti, diesel yang digunakan dalam pompanisasi mengalami
kerusakan sehingga harus dibenahi agar dapat digunakan kembali,
harga solar naik dan lain sebagainya. Permasalahan yang timbul itu
menyebabkan adanya biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut
dibebankan kepada para petani tambak sawah.”3*

Penetapan harga sewa jasa pompanisasi tambak sawah sebesar
Rp. 55.000 per 100 M? selama 1 tahun, sesuai dengan awal kesepakatan

para pihak. Biaya upah jasa pompanisasi tersebut digunakan untuk

32 Muslimin, (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 6 November 2020.
33 Sholeh (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 16 Februari 2021.
34 Abidin (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 4 November 2020.



membayar upah pengurus HIPPA, membeli bahan bakar diesel atau
solar dan sebagainya. Pembayaran sewa menyewa jasa pompanisasi
tambak sawah di Desa Glagah pada saat panen padi sesuai kesepakatan
para pihak, karena musim panen padi merupakan masa kemakmuran
bagi petani tambak sawah. Petani tambak sawah mendapatkan
keuntungan yang besar saat musim panen padi, segagal-gagalnya
panen padi petani tambak sawah masih mendapatkan keuntungan.
Pembayaran pompanisasi tambak sawah dilakukan di rumah masing-
masing petani tambak sawah dengan cara pengurus HIPPA
mendatangi rumah para petani tambak sawah.

Pembayaran jasa pompanisasi tambak sawah sebesar Rp. 55.000
per 100 M? tetapi pelaksanaannya ada biaya tambahan dalam jasa
pompanisasi tambak sawah. Biaya tambahan jasa pompanisasi ini
karena adanya permasalahan dalam praktik jasa pompanisasi tambak
sawah seperti adanya kenaikan harga bahan bakar diesel atau solar,
adanya kerusakan diesel yang diharuskan untuk diperbaiki atau
diservis, membayar upah orang untuk keduk karena kali yang menjadi
dangkal dan sempit dan lain sebagainya. Adanya biaya tambahan yang
tidak sesuai dengan awal perjanjian membuat petani tambak sawah
merasa dirugikan. Petani tambak sawah tidak rela dengan adanya biaya
tambahan tersebut. Besaran biaya tambahan setiap tahunnya tidak

menentu setiap tahunnya.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA POMPANISASI
TAMBAK SAWAH DI DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di
Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
Praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan termasuk akad 7jarah. Akad ijarah merupakan
jenis akad yang mengambil manfaat dengan imbalan sesuai awal perjanjian.
Syarat dan rukun 7jarah harus dipenuhi agar akad jjarah menjadi sah. Rukun
dalam akad ijarah ada empat yaitu: muta’akidain (dua orang yang melakukan
akad), sighat (ijab kabul), ma’qud’alaih (manfaat yang ditransaksikan), dan

adanya upah atau uang sewa.!

Praktik jasa pompanisasi tambak sawah dilakukan oleh pengurus HIPPA
sebagai pihak yang menyewakan jasa pompanisasi dan petani tambak sawah
merupakan petani di Desa Glagah maupun di luar Desa Glagah yang memiliki
tambak sawah di Desa Glagah. Pada dasarnya kedua belah pihak melakukan
akad 7jarah tidak ada paksaan atau suka sama suka, karena petani sangat
membutuhkan pompanisasi untuk melakukan irigasi dengan bantuan pengurus

HIPPA. Akan tetapi pada waktu pembayaran upah jasa pompanisasi terdapat

! Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian..., 52.
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biaya tambahan yang membuat petani tambak sawah terpaksa melakukan jasa
pompanisasi, sehingga petani tambak sawah dengan berat hati membayar

upah jasa pompanisasi.

Sighat atau ijab kabul merupakan kalimat-kalimat penjelasan yang
keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian sebagai
gambaran tujuan dari akan yang dilakukan, sedangkan kabul adalah perkataan
yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab. [jab kabul ini
merupakan indikasi adanya suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun. Ketika melakukan akad atau perjanjian pompanisasi tambak sawah
petani dan pengurus HIPPA menggunakan ucapan. Ijab kabul akad 7jarah jasa
pompanisasi tambak sawah ini dilakukan pada tahap musyawarah, akan tetapi
petani tambak sawah yang tidak hadir dalam musyawarah melakukan ijab
kabul di rumah petani atau pengurus HIPPAdan dimanapun mereka bertemu,

bisa di tambak sawah, warung, ataupun pinggir jalan.’

Jasa pompanisasi di desa Glagah dilakukan selama 1 tahun penuh yang
berakhir pada musim panen padi. Praktik ini bertujuan untuk mengambil
manfaat dari jasa pompanisasi yang dilakukan oleh pengurus HIPPA.
Pengurus HIPPA memompa air dari bengawan ke ka/i untuk memenuhi
kebutuhan irigasi petani tambak sawah. Petani mendapatkan manfaat jasa

pompanisasi yang dilakukan oleh pengurus HIPPA, maka petani wajib

2 Suud (Pengurus HIPPA), Wawancara, Lamongan, 17 Februari 2021.
% Abidin (Pengurus HIPPA), Wawancara, L.amongan, 4 November 2020.



membayarkan upah jasa pompanisasi atas manfaat yang didapat dari jasa
pompanisasi. Petani membayar upah jasa pompanisasi sebesar Rp. 55.000 per
100 M? selama 1 tahun. Upah akad jjarah dibayarkan pada musim panen padi,
akan tetapi dapat pula mencicil sebelum musim panen padi tiba. Pada
pembayaran upah jasa pompanisasi terdapat biaya tambahan yang tidak
disepakati di awal perjanjian. Besaran biaya tambahan setiap tahunnya tidak
selalu sama, sehingga petani tambak sawah dengan terpaksa membayar upah
jasa pompanisasi tambak sawah yang terdapat biaya tambahan.* Dengan
demikian akad 7jarah yang disepakati para pihak ada yang tidak sesuai dengan

unsur-unsur akad berikut ini:

1. Apabila dilihat dari segi orang berakad, yang menjadi pihak dalam
perjanjian akad jasa pompanisasi tambak sawah adalah pihak petani yang
memiliki tambak sawah sebagai pihak pertama dan pengurus HIPPA yang
melakukan jasa pompanisasi sebagai pihak kedua.

2. Apabila dilihat dari sighatnya atau ijab kabul, maka yang menjadi sighat
dari perjanjian tersebut adalah berbentuk ucapan yakni dari petani
mengungkapkan keinginannya untuk menyewa jasa pompanisasi kepada
pengurus HIPPA dan pengurus HIPPA bersedia menyediakan jasa
pompanisasi kepada petani tambak sawah.

3. Apabila dilihat dari objek akad, maka akan menjadi objek dalam akad

ijarah adalah jasa pompanisasi tambak sawah.

4 Sholeh (Petani Tambak Sawah), Wawancara, Lamongan, 16 Februari 2021.



4. Apabila dilihat dari segi tujuan akad, maka yang menjadi tujuan akad
merupakan terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari akad
Ijarah jasa pompanisasi dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik
dari pihak petani dan pengurus HIPPA. Apabila dilihat dari segi upah,
maka yang menjadi akhir dari praktik ini adalah balas jasa berupa
pemberian upah yang dilakukan yaitu sebesar Rp. 55.000 per 100 M? yang
di bayarkan petani kepada pengurus HIPPA pada masa musim panen padi.
Pada pembayaran upah jasa pompanisasi terdapat biaya tambahan yang
besarannya tidak menentu, sehingga membuat petani tambak sawah

terpaksa membayar upah jasa pompanisasi.

Melihat rukun dan syarat akad jasa pompanisasi di desa Glagah
kecamatan Glagah kabupaten Lamongan tidak terpenuhi. Adanya biaya
tambahan yang tidak sesuai dengan awal perjanjian, sehingga membuat petani
tambak sawah tidak rela membayar upah jasa pompanisasi. Praktik jasa
pompanisasi tambak sawah di desa Glagah kecamatan Glagah kabupaten
Lamongan tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak sah dalam
melakukan akad jasa pompanisasi tambak sawah yang dilakukan oleh petani

dan pengurus HIPPA di Desa Glagah.

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jasa Pompanisasi Tambak Sawah di
Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
Penelitian skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap jasa

pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten



Lamongan menggunakan akad 7jarah. Peneliti menganalisa praktik sewa-
menyewa yang dijelaskan sebelumnya terhadap landasan teori yang
dipaparkan di bab II. Sewa-menyewa atau 7jarah berasal dari kata ajru yang
bearti ‘/wadhu yaitu pengganti, oleh sebab itu ats-Tsawabu dalam kontek
pahala yang dinamai dengan a/-ajru atau upah. /jarah merupakan salah satu
jenis akad yang mengambil manfaat suatu objek tertentu disertai imbalan
tertentu.’ Objek ijarah berupa benda disebut dengan sewa-menyewa,
sedangkan objek 7jarah berupa jasa atau suatu perbuatan maka disebut upah-
mengupah.®

Akad fjarah merupakan akad yang mengambil manfaat dari suatu
barang atau jasa. Praktik 7jarah berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist, apabila
dalam praktik ijarahtidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist maka tidak sah
hukumnya. Praktik pompanisasi tambak sawah menggunakan akad 7jarahyang
berupa upah-mengupah. Pelaksanaan akad 7jarah tidak terlepas dengan rukun
dan syarat-syarat 7jarah. Rukun jjarah merupakan hal-hal yang harus terpenuhi
agar dapat melaksanakan akad ijarah.” Akad 7jarah dianggap sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara’sebagaimana akad
pada umumnya. Praktik 7jarah pompanisasi tambak sawah telah memenuhi
rukun jjarah yang telah ditetapkan syara’. Kasus yang telah dijelaskan di bab
sebelumnya peneliti akan melakukan analisis terhadap rukun dan syarat 7jarah

sebagai berikut:

5 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 203.
6 Burhanuddin Susamto, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Y ogyakarta, 2009), 96.
" Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 121.



1. Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad adalah mu’ajir (pihak yang
menyewakan) dan musta’jir (pihak yang menyewa). Mu’ajir dan
musta’jir melakukan akad ijarah melalui lisan maupun tertulis dan ada
pula yang melakukan akad 7jarah melalui elektronik seperti telepon,
maupun WhatsApp dan lain sebagainya.® Berdasarkan pengertian diatas
peneliti akan memberlakukan analisis kasus yang sudah dibahas di bab
sebelumnya.

Musta’jir dan mu’ajir merupakan pihak yang melakukan akad.
Pihak yang melakukan akad sewa menyewa atau fjarah harus memiliki
kecakapan hukum, sesuai dengan pasal 301 yang berbunyi “untuk
menyelesaikan suatu proses akad Jjarah, pihak-pihak yang melakukan

akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

Praktik pompanisasi tambak sawah dilakukan oleh pengurus HIPPA
dan petani tambak sawah. Pengurus HIPPA dan petani tambak sawah
membuat akad 7jarah dengan sistem sewa tahunan sebesar Rp. 55.000,00
per 100 M2, Pengurus HIPPA sebagai penyedia air dan petani di Desa
Glagah maupun di luar Desa Glagah yang mempunyai tambak sawah di
Desa Glagah sebagai pengguna pompanisasi.

Pengurus HIPPA menyewakan jasanya untuk mengaliri kali yang

digunakan petani mengaliri tambak sawahnya. Petani tambak sawah

8 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.



membutuhkan air untuk mengaliri tambak sawah mereka, dengan bantuan
jasa pengurus HIPPA maka terjadilah akad jjarah ini. Waktu sewa
menyewa jasa pompanisasi tambak sawah sesuai kebiasaan yang ada yaitu
selama 1 tahun yaitu pada saat awal musim budidaya ikan air tawar
sampai masa panen padi tiba, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 316 ayat 1 awal waktu fjarah
dapat dilakukan sesuai kebiasaan.

Tak jarang petani tambak sawah merubah waktu akad Jjjarah
dikarenakan beberapa alasan seperti masa sewa tambak sawahnya habis,
atau membutuhkan dana cepat dengan menyewakan tambak sawahnya
kepda orang lain sehingga waktu akad jjarah dipercepat. Pengurus HIPPA
juga memaklumi alasan tersebut sehingga sesuai dengan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah pasal 316 ayat 2 waktu 7jarah dapat diubah sesuai
kesepakatan kedua belah pihak. Apabila masa sewa menyewa telah
berakhir maka pihak penyewa dapat melakukan perpanjangan akad sewa
menyewa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHES pasal 297 yaitu
akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan
kesepakatan.

Pada awalnya pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian
pompanisasi tambak sawah berasaskan suka sama suka tidak ada paksaan.
Karena pompanisasi tambak sawah memenuhi kebutuhan petani tambak
sawah dalam kelangsungan pertanian, tanpa adanya pompanisasi petani

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengairan tambak sawah mereka.



Pada akhir akad 7jarah jasa pompanisasi tambak sawah ini terdapat
biaya tambahan yang membuat para petani tambak sawah terpaksa atau
tidak rela membayar upah jasa pompanisasi dengan biaya tambahannya.
Praktik pompanisasi ini tidak memenuhi syarat rukun 7jarah yaitu adanya
pihak yang terpaksa dalam melakukan akad 7jarah jasa pompanisasi

tambak sawah.

2. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan
kedua belah pihak melakukan transaksi atau kontrak. Ijab kabul
merupakan syarat sah dalam melakukan akad ijarah. Ijab kabul dilakukan
dengan lisan atau ucapan yang bertujuan agar orang yang lakukan akad
mengerti. [jab kabul merupakan sesuatu yang dapat dipahami oleh kedua
belah pihak yang berakad sehingga tidak akan ada keraguan dan
pertentangan.’

Ijab kabul jjarah merupakan hal yang penting dalam akad ijarah.
Petani tambak sawah sebagai pengguna jasa pompanisasi tambak sawah
yang mengungkapkan keinginannya agar dapat melakukan irigasi tambak
sawah mereka. Pihak mengelola pompanisasi mengabulkan keinginan
petani tambak sawah dengan mengaliri ka// untuk irigasi tambak sawah.

Petani tambak sawah dan pengurus HIPPA bersepakat melakukan

®Abdurrahman Al-Jaziri, Al Figih ‘ala al Madzhahibil Arba’ah jilid 4, terj. Moh Zuhri et al.,
(Semarang: Asy-Syifa, 1994), 174.



pompanisasi tambak sawah dengan harga yang disetujui semua pihak.
Akad jasa pompanisasi tambak sawah menggunakan akad 7jarah.

Akad sewa menyewa jasa pompanisasi tambak sawah yang sering
dilakukan masyarakat Desa Glagah khususnya para petani tambak sawah.
Sighat al-‘aqd ijarah dilakukan secara lisan maupun tertulis,
diperbolehkan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal
296 ayat (2) yang berbunyi “Akad fjarah dapat dilakukan dengan lisan,
tulisan, dan/atau isyarat.”'°

Mengenai Ijab kabul diatas maka telah memenuhi syarat akad
jjarah, dikarenakan petani menyewa jasa pompanisasi kepada pengurus
HIPPA dan pengurus HIPPA bersedia menyediakan jasa pompanisasi
kepada petani tambak sawah. Praktik pompanisasi ini telah memenuhi

syarat rukun akad ijarah karena sighat ijab kabul telah terpenuhi.

. Uang sewa atau imbalan

Uang sewa dalam pompanisasi tambak sawah menentukan
keuangan kepada pengurus HIPPA, apabila harga sewa jasa pompanisasi
tambak sawah semakin tinggi maka keuntungan pengurus HIPPA
semakin besar. Akan tetapi, pengelola tambak sawah tidak mengambil

keuntungan yang besar karena pompanisasi tambak sawah ini tidak ingin

19 Tbid.



memberatkan petani tambak sawah tentang upahnya. Ajru mitsli atau
adalah upah yang sepadan dengan kerjanya.!!

Upah dalam akad 7jarah disebut dengan a/-ujroh yang berati imbalan
dari penyewa kepada pihak yang menyewakan. Petani tambak sawah
memberi upah kepada pengurus HIPPA sesuai dengan kesepakatan para
pihak. Prinsip pemberian upah mencakup dua hal, yaitu adil dan makmur.
Petani tambak sawah akan memberikan uang sewa jasa pompanisasi
tambak sawah ketika pekerjaan pengurus HIPPA sudah dikerjakan.
Pembayaran upah jasa pompanisasi dilakukan pada saat musim panen
padi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Upah sewa menyewa diserahkan saat berakhirnya akad 7jarah sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terkadang petani tambak sawah
memberikan upah jasa pompanisasi tambak sawah dilakukan setiap musim
panen tiba dengan sistem mencicil tergantung kesepakatan kedua belah
pihak. Besar biaya upah jasa pompanisasi tambak sawah sebesar Rp.
55.000 per 100 M? yang dibayarkan pada masa musim panen padi
berdasarkan kesepakatan antara kelompok petani tambak sawah dan
pengurus HIPPA sesuai dengan KHES pasal 307 ayat 2 yan berbunyi “jasa
jjarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran
didahulukan, pembayaran setelah ma jur selesai digunakan, atau diutang

berdasarkan kesepakatan.”!> Petani tambak sawah membayar upah jasa

"' Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 121.
12 Ibid., 89.



pompanisasi tambak sawah kepada pengurus HIPP A pada waktu yang telah
ditentukan.

Upah jasa pompanisasi tambak sawah digunakan untuk membayar
upah pengurus HIPPA dan membeli bahan bakar diesel atau solar,
membeli konsumsi, dan lain sebagainya. Praktik jasa pompanisasi tambak
sawah terdapat biaya tambahan dikarenakan adanya masalah-masalah
yang timbul. Masalah-masalah tersebut seperti kenaikan harga bahan
bakar diesel atau solar, kerusakan diesel, ka// menjadi dangkal sehingga
membayar orang untuk keduk, dan lain sebagainya.

Permasalahan adanya biaya tambahan yang dikeluarkan petani
tambak sawah membuat petani tambak sawah terpaksa membayar biaya
tambahan tersebut. Biaya tambahan tersebut tidak sesuai dengan awal
perjanjian. Besaran biaya tambahan jasa pompanisasi tambak sawah tidak
menentu setiap tahun.

Praktik pompanisasi ini tidak sah syarat rukun akad 7jarah karena
petani tambak sawah terpaksa dengan adanya biaya tambahan upah jasa
pompanisasi tambak sawah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Syarat
rukun 7jarah mengharuskan kedua belah pihak rela atau suka sama suka

dalam melakukan akad jjarah.

. Manfaat
Objek ijarah adalah bukan barang najis atau terlarang dan dapat

diserahterimakan yang memiliki manfaat yang tidak dilarang oleh syara’.



Objek ijarah dalam pompanisasi tambak sawah adalah air irigasi, tetapi
air irigasi tidak dapat diserahterimakan seperti benda padat lainnya.
Pengurus HIPPA menyerahkan objek 7jarah dengan mengisi air kali agar
debit air kali tidak berkurang. Sehingga petani tambak sawah tidak
kekurangan air untuk irigasi tambak sawah mereka. Sistem tersebut
merupakan cara serahterima air irigasi yang dijadikan objek ijarah.'3
Ditinjau dari KHES objek yang disewa oleh kelompok petani
tambak sawah merupakan objek yang diperbolehkan dalam syariat Islam
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 318 ayat (1) yang berbunyi
“Ma jur harus benda yang halal atau mubah.” Jasa pompanisasi tambak
sawah diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Sedangkan manfaat dari objek 77arah untuk mengaliri tambak sawah
penyewa atau petani yang bertujuan untuk mendapatkan uang untuk
kehidupan sehari-hari juga diperbolehkan dalam Islam dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah pasal 318 ayat (2) yang berbunyi “Ma jur harus
digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.” Jasa
pompanisasi digunakan untuk hal yang mulia yaitu mengaliri tambak
sawah agar petani tambak sawah mendapatkan uang untuk mencukupi
kehidupan sehari-hari. Tambak sawah digunakan untuk bercocok tanam

padi dan budidaya ikan air tawar.

B Yuli Rahayu, Akutansi Perbankan..., 59.



Manfaat dari pompanisasi tambak sawah bagi pengurus HIPPA
adalah pengelola mendapatkan upah dari pekerjaannya. Manfaat
pompanisasi bagi petani tambak sawah adalah petani tidak perlu bersusah
payah dalam mengaliri tambak sawahnya. Petani tambak sawah
menggunakan air dari pompanisasi tambak sawah yang digunakan untuk
mengaliri tambak sawah mereka. Air sangat diperlukan petani tambak
sawah untuk mengaliri tambak sawah mereka. Manfaat dari pompanisasi
ini diperbolehkan karena air merupakan benda yang bermanfaat bagi
petani tambak sawah.

Besar upah jasa pompanisasi diberikan kepada pengurus HIPPA sesuai
dengan kesepakatan para pihak, tetapi pada praktik jasa pompanisasi tambak
sawah ini mengalami permasalahan yang timbul seperti kenaikan bahan bakar
diesel atau solar, diesel mengalami kerusakan dan sebagainya. Sehingga pada
akhir masa sewa jasa pompanisasi tambak sawah terdapat biaya tambahan.
Biaya tambahan tersebut dibebankan kepada para petani tambak sawah.

Menurut hukum Islam, pada praktik jasa pompanisasi tambak sawah di
Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tidak sah melakukan
perjanjian jjarah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat 7jarah yaitu adanya
biaya tambahan yang dikeluarkan petani tambak sawah yang tidak sesuai
dengan kesepakatan harga diawal perjanjian. Petani tambak sawah membayar
biaya tambahan dengan terpaksa. Dalam akad 7jarah tidak boleh ada pihak
yang melakukan akad dengan terpaksa, sehingga akad ijarah jasa pompanisasi

tambak sawah ini tidak sah menurut hukum Islam.



Tabel 5 Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pompanisasi Tambak

Sawah
Permasalahan Teori Hukum Islam Kenyataan
Adanya biaya tambahan | Syarat jjarah Petani tambak sawah

yang tidak sesuai dengan
awal perjanjian. Biaya
tambahan yang
besarannya tidak
menentu

menjelaskan bahwa tidak
boleh ada pihak yang
terpaksa atau harus
berasaskan suka sama
suka dalam melakukan
akad fjarah

tidak rela adanya biaya
tambahan yang
dikeluarkan, yang
mengakibatkan petani
tambak sawah terpaksa
membayar upah jasa
pompanisasi.




BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah dilaksanakan oleh penulis di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten

Lamongan, sebagai berikut:

1. Praktik pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan dilakukan oleh petani tambak sawah (penyewa) dan
pengurus HIPPA (pihak yang menyewakan). Petani tambak sawah
menyewa jasa pompanisasi tambak sawah yang digunakan untuk mengaliri
tambak sawah mereka. Petani tambak sawah membayar uang sewa jasa
pompanisasi sebesar Rp. 55.000,00 per M? selama 1 tahun. Terdapat
tambahan biaya jasa pompanisasi tambak sawah setiap tahunnya yang
besar biaya tambahan tidak selalu sama. Biaya tambahan tersebut terjadi,
karena adanya permasalahan yang timbul seperti kenaikan harga bahan
bakar diesel atau solar, kerusakan diesel, ka/i yang menjadi dangkal, dan
lain sebagainya. Petani tambak sawah membayar upah jasa pompanasasi
pada masa berakhirnya akad yaitu pada musim panen padi.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa pompanisasi
tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
ini jika dilihat berdasarkan unsur, rukun dan syarat tidak sesuai dengan

hukum akad jjarah, karena adanya biaya tambahan yang dikeluarkan petani
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tambak sawah sehingga petani tambak sawah melakukan pembayaran upah
jasa pompanisasi secara paksaan dan petani tambak sawah sebagai pihak

yang dirugikan, sehingga akad 7jarah ini tidak sah dilakukan.

B. Saran
Analisis hukum Islam terhadap jasa pompanisasi tambak sawah di Desa
Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, penulis memberikan saran
berkaitan dengan permasalahan tersebut terhadap pihak-pihak terkait, sebagai
berikut:

1. Para petani seharusnya sadar akan kewajiban dalam melakukan
pembayaran upah jasa pompanisasi tambak sawah sesuai waktu yang
telah ditentukan, tidak menunda-nunda.

2. Pengurus HIPPA seharusnya melebihkan perkiraan biaya operasional jasa
pompanisasi tambak sawah yang digunakan untuk mengatasi
permasalaahan yang timbul agar tidak ada biaya tambahan lagi setiap
tahunnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan perbandingan dan dapat mengembangkan secara luas dari sudut

pandang yang berbeda.
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